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EXECUTIVE SUMMARY

Untuk mencapai sebuah kemajuan dan kinerja organisasi yang lebih baik serta
terwujudnya target organisasi yang telah ditentukan, dibutuhkan sebuah perubahan
melalui manajemen atau aksi perubahan organisasi yang dilakukan dengan
menerapkan inovasi yang dapat mempercepat pencapaian kinerja secara siginifikan,
efektif, efisien dan tepat sasaran.

Kondisi aktual di lapangan masih menunjukkan besarnya jumlah dan makin
kompleksnya kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial,
seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasusilaan, korban bencana dan lain
sebagainya. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatnya kualitas
hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial
masyarakat, dunia usaha, dengan indikator: (1) terciptanya aksesibilitas terhadap
pelayanan sosial; (2) meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial; (3) meningkatnya kualitas manajemen
pelayanan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,
Dinas Sosial melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu upaya
yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial dalam rangka
memenuhi kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang
diklasifikasikan ke dalam 26 jenis dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012:
(1) Anak Balita Terlantar (ABT); (2) Anak Terlantar; (3) Anak yang Berhadapan dengan
Hukum (ABH); (4) Anak Jalanan; (5) Anak dengan Disabilitas; (6) Anak yang Menjadi
Korban Tindak Kekerasan; (7) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);
(8) Lanjut Usia Terlantar; (9) Penyandang Disabilitas; (10) Tunasusila; (11)
Gelandangan; (12) Pengemis; (13) Pemulung; (14) Kelompok Minoritas; (15) Bekas
Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP); (16) Orang dengan HIV/AIDS
(ODHA); (17) Korban Penyalahgunaan NAPZA; (18) Korban Trafficking (Korban
Perdagangan Orang); (19) Korban Tindak Kekerasan (KTK); (20) Pekerja Migran
Bermasalah Sosial (PMBS); (21) Korban Bencana Alam (KBA); (22) Korban Bencana
Sosial (KBS); (23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE); (24) Fakir Miskin (FM);
(25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP); (26) Komunitas Adat Terpencil
(KAT).



Dari 26 jenis PPKS tersebut, fakir miskin merupakan jenis PPKS yang cakupan
penanganannya sangat rendah. Berdasarkan data Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi
Kepulauan Riau No. 42/07/21/Th. XVII, pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di
Provinsi Kepulauan Riau mencapai 151.680 orang (6,24 %), yakni bertambah 13,9 ribu
orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2021, yaitu 137.750 orang (5,75
%). Penyebab kemiskinan di Kepulauan Riau dipicu oleh terbatasnya akses masyarakat
terhadap layanan kebutuhan dasar. Di lain pihak, anggaran penanggulangan
kemiskinan Dinas Sosial pada tahun 2022 hanya Rp3,43 miliar. Anggaran tersebut
memaksa Dinas Sosial untuk menetapkan target penerima bantuan dengan jumlah
kecil, yakni hanya 6.963 orang atau 5,05% dari 137.750 orang.

Tujuan dilakukan aksi perubahan mendorong dan memfasilitasi masyarakat kelas
menengah dan kelas atas serta dunia usaha untuk secara kolaboratif membantu
masyarakat kurang mampu. Tahapan kegiatan (milestone) yang dijalankan dalam
implementasi aksi perubahan ini dilakukan mulai dari pembentukan tim efektif,
dilanjutkan dengan merancang desain dan membangun sistem, kemudian
berkoordinasi dengan stakeholder internal dan eksternal, melaksanakan uji coba sistem
saat pelaksanaan kegiatan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan pembuatan
laporan.

Hasil yang dicapai dalam aksi perubahan ini adalah tersedianya sebuah Sistem
yaitu “Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan
Masyarakat dan Dunia Usaha Kepulauan Riau (GERDAM Kepri)”, yaitu sebuah
gerakan yang melibatkan masyarakat kelas menengah dan kelas atas serta dunia

usaha untuk berperan serta dalam membantu masyarakat kurang mampu.
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DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN
Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Integritas kerja merupakan hal yang sangat dasar jika ingin membangun
kinerja yang professional. Integritas seringkali disederhanakan sebagai makna
dari kejujuran, memiliki perilaku baik, bermoral serta mampu menerjemahkan
“kepercayaan” dalam konteks berorganisasi. Sebagai bagian dari etika, integritas
tidak selalu berbicara perihal penyerahan otonomi pada setiap individu, namun
lebih pada konteks loyalitas, teamwork, serta mampu menjaga kepercayaan
dalam bekerja. Sehingga, peran pemimpin menjadi unsur penting pada
penggerak organisasi dalam mengelola manajemen serta memunculkan motivasi
kerjasecara optimal pada suatu organisasi. Karena pada dasarnya sumber daya
manusia sangat penting bagi suatu lembaga dalam mengelola, mengatur, dan

menjalankan kegiatan di suatu organisasi untuk mencapai kemampuan secara

maksimal dan profesionall.

Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerjaorganisasi dapat
ditopang oleh lima hal pokok, yaitu:

a. Etika Kepemimpinan berbicara mengenai standar normatif serta hal-hal
yang bernilai baik yang mampu dipedomani oleh seorang pemimpin dalam
menjalankan atau mengorganisir organisasinya yang terdiri dari: memimpin
dengan contoh, menetapkan harapan yang jelas, mengaplikasikan nilai-
nilai organisasi, membuat keputusan yang dipercaya, komunikasi yang baik
dengan bawahan, menilai bawahan, dan mengembangkan keterampilan
dalam memimpin;

b. Manajemen dan pengawasan aktif: Memanfaatkan alat manajemen yang
tersedia dengan melakukan proses pengawalan kerja bawahan,evaluasi
kinerja bawahan, memeriksa dan mengidentifikasi potensi masalah,
menumbuhkembangkan pembelajaran berkelanjutan;

c. Pemilihan orang yang tepat: mempromosikan kode etik, menerapkan nilai-
nilai organisasi, mendidik bawahan tentang tanggung jawab etika, praktik
pengambilan keputusan etis, mengidentifikasi role model, belajar dari
kesalahan, bertindak preventif, dan memberikan penghargaan atas kinerja
bawahan;

1 Sunyoto Danang, Manajemen dan Perkembangan Sumber Daya

Manusia,Yogyakarta,Erlangga, 2002, hal. 97
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d. Proses yang efektif: Konsultasi bersama bawahan, penilaian risiko perilaku,
memonitor kecenderungan, memperkuat kebijakan, monitor kepatuhan,
melakukan audit, melibatkan dukungan, menyertakan etika dan integritas,
penggunaan skenario; dan

e. Pelaporan yang professional: Berbagi tanggung jawab, mendorong
pelaporan yang professional, mengaktifkan pelaporan, mengetahui
tanggung jawab, menciptakan budaya pelaporan yang aman, memantau
kesehatan dan keselamatan, dukungan bawahan, mencari umpan balik,

dan melakukan review penanganan pengaduan.

Selama pelaksanaan aksi perubahan, Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan beberapa langkah strategis
dalam rangka membangun hubungan kerja yang berintegritas. Adapun nilai-nilai
yang diterapkan yaitu tanggung jawab, taat asas, objektif, kepedulian dan

komitmen (tabel terlampir).

Tabel 1. Nilai-nilai integritas

No | Indikator Implementasi Evidence

Integritas

1 | Tanggung | Memberikan tanggung

jawab jawab kepada Tim efektif

untuk melaksanakan

tugas dan pekerjaan
dalam mendukung aksi
perubahan melalui

melalui legalitas surat

kuputusan
2. Taat Melaksanakan
Asas konsolidasi rutin

bersama tim efektif |,
dalam rangka
penyempurnaan
“GERDAM Kepri”
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3. Objektif | Melibatkan staf yang
berkompeten sesuai

bidang terkait dalam

mendukung
pelaksanaan aksi
perubahan

4. | Kepedulian | Meningkatkan rasa

kepedulian kepada Tim

Efektif dalam
mendukung
pelaksanaan aksi
perubahan

5. | Komitmen | Penulis bersama Tim
efektif mampu
melaksanakan aktivitas
aksi perubahan sesuai
dengan timeline yang

telah direncanakan

Akuntabilitas, merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sedangkan Kinerja dimaknai sebagai sebuah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan
startegis suatu organisasi.

Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan

14




kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan menjadi wadah bagi
pertanggung jawaban seluruh instansi pemerintabh.

Adapun akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan merupakan hal yang
strategis bagi organisasi/Instansi, terutama bagi kepemimpinan administrator,
karena merupakan langkah menegakkan pengelolaan administrasi kepada
pimpinan organisasi menuju good governance. Akuntabilitas kinerja bagi
pemimpin merupakan instrumen untuk merubah mindset dan culture set dalam
penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja pada output menjadi
berorientasi kepada kinerja kepada outcome.

Dari definisi akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan organisasi di atas,
penulis dalam melaksanakan implementasi aksi perubahan telah menanamkan

nilai-nilai akuntabilitas kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. Nilai-Nilai Membangun Akuntabilitas kinerja

No | Indikator/Aspe Implementasi Evidence
k Akuntabilitas

1 | Transparansi | Hubungan komunikasi
selalu dilaksanakan dengan

keterbukaan informasi,

koordinasi secara internal di
lingkungan unit kerja melalui
pertemuan rutin Tim Efektif
dalam setiap Kesempatan
Keterbukaan informasi
terkait rencana pelaksanaan
aksi perubahan, dengan
aktif melakukan konsultasi
dan koordinasi  kepada

Mentor.
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Merubah
mindset dari
berorientasi
output menjadi

outcome

Meyakinkan kepada unit
kerja. bahwa GERDAM
Kepri yang dibangun ini
akan membawa
perubahan kinerja
organisasi yang lebih baik,
tidak hanya  sekedar
pelaksanaan kegiatan lalu
mendapatkan hasil indeks
pada jangka pendek, tetapi
bagaimana keberlanjutan
program GERDAM Kepri
ke depannya (jangka
panjang)

Partisipatif
Representatif

Dalam implementasi aksi
perubahan, reformer
sebagai Ketua Tim telah
mengikut sertakan staf
unit kerja sebagai anggota
Tim Efektif terlibat secara
aktif padasetiap tahapan
kegiatan yang telah

ditentukan

Evaluasi dan

review

Melaksanakan  evaluasi
dan review pasca
pelaksanaan uji coba
GERDAM Kepri untuk
mengetahui sejauh mana
kekurangan dari Program
yang sudah terbangun,
serta upaya yang
dilakukan dalam perbaikan

program ke depan
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Pengelolaan Budaya Kerja

Budaya kerja diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang—
ulang oleh pribadi atau pegawai pada suatu unit kerja, jika terjadi pelanggaran atas
kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun secara moral, pelaku
organisasi telah menyepakati adanya bentuk kebiasaan yang mestinya harus
ditaati guna memaksimalkan aktivitas positif untuk mencapai tujuan unit kerja.

Membangun budaya kerja yang kuat, professional dan solid perlu dilakukan
melalui perencanaan serta pengelolaan manajemen yang tepat. Sehingga
peranan seorang pemimpin dinilai memiliki pengaruh penting dalam membangun
budaya kerja di lingkungan kerja serta memastikan hal tersebut memiliki nilai-nilai
positif dalam membangun tujuan unit kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, dilingkungan pemerintahan, telah
disederhanakan nilai-nilai pentingyang berlandaskan Pancasila, Core Values ASN
BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai fondasi kokoh dalam penguatan budaya kerja
yang professional, sehingga semua instansi pemerintah diharapkan mampu
tumbuh di atas fondasi dimaksud guna mencapai tujuan bersama yang
mengerucut pada Visi Misi Indonesia Maju.

Bentuk pengelolaan budaya kerja yang diterapkan dilingkungan Dinas
Sosial Provinsi Kepulauan Riau yaitu Berintegritas, Nasionalisme,
Profesionalisme, dan Terpuji. Tentunya dalam mewujudkan nilai-nilai budaya kerja
tersebut, masing-masing unit kerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
menerapkanbudaya organisasi yang diawali dari penyusunan nilai-nilai, kemudian
diinternalisasikan melalui beberapa aktivitas seperti komunikasi, internalisasi serta
pengimplementasian yang diterapkan langsung oleh individu pegawai
dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Budaya kerja pada unit kerja Dinas Sosial Provinsi Kepulaun Riau pada
dasarnya sudah diterapkan dari mulai adanya komitmen pimpinan dalam
bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan program, melaksanakan
komunikasi dua arah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, pimpinan
memberikan motivasi pada bawahannya dalam meraih suatu keberhasilan

proses kerja, meningkatkan semangat dan kemampuan kerja, kerjasama melalui
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kelompok serta menerapkan sikap dan perilaku disiplin pada pegawainya yaitu
jujur pada diri sendiri, tidak menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan
memberikan yang terbaik bagi unit kerja.

Dalam rangka pengelolaan budaya kerja, kegiatan aksi perubahan pada
Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan
Mayarakat dan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI) bersama tim efektif dilaksanakan
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip budaya kerja yang bersifat
membangun, sebagaimana tabel berikut.

Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan

secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu

daerah.
Tabel 3. Pengelolaan Budaya Kerja
No Indikator Implementasi Evidence
1. | Membangun | Dengan membentuk SK
komitmen Tim merencanakan
dan maksud tujuan, objek
menentukan | sasaran, pembagian -
arah tugas
2. | Orientasi Rutin melakukan evaluasi

pada hasil terhadap kinerja tim
internal, melalui rapat

berkala

3. | Profesional Mendorong Tim untuk
dan melayani | melaksanakan kegiatan
Upaya Pengentasan
Kemiskinan Melalui
Program GERDAM Kepri
(stakeholder) dengan
baik
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4. | Dukungan
kreativitas

tim

Memberikan  dukungan
penuh terhadap Kkinerja
tim efektif, dalam rangka
pengembangan inovasi
yang bermanfaat,
khususnya pada proses
Program GERDAM Kepri

5. | Membangun
soliditas tim
dan

kebersamaan

Mengajak  Tim  untuk
bersama-sama
melakukan koordinasi
dengan stakeholder
eksternal demi tercapai
tujuan yang diinginkan

bersama

6. | Transparansi

Melaksanakan konsultasi
dan melaporkan hasil
atau progress aksi
perubahan dengan

mentor

7. | Teamwork

Menciptakan pembagian
kerja sesuai tupoksi dan
mampu me manage tim

dalam bekerja

Membangun Jejaring dan Kolaborasi

Jejaring kerja merupakan proses aktif dalam membangun serta mengelola
hubungan-hubungan produktif baik secara personal maupun organisasi. Jejaring
kerja atau yang lebih dikenal sebagai mitra atau partnership, yang secara
etimologis berasal dari kata partner dengan arti pasangan, jodoh, sekutu atau

kompanyon.
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Sedangkan partnership diterjemahkan persekutuan atau perkongsian.
Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan
antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu
bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang
lebih baik.

Mekanisme pembangunan jejaring dan kolaborasi yang dilaksanakan pada
aksi perubahan ini dimulai dengan memetakan stakeholders (stakeholder internal
dan eskternal, pengaruh dan kepentingan, peran dan keterlibatan, dan strategi
komunikasi) pada rancangan aksi perubahan.

Adapun pelaksanaan membangun jejaring kerja dan kolaborasi yang
dilaksanakan selama tahapan aksi perubahan dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Stakeholders pada aksi perubahan ini terdiri dari stakeholders internal dan
stakeholders eksternal.

a. Stakeholder Internal merupakan stakeholder yang dipengaruhi secara
langsung oleh Aksi Perubahan. Stakeholder tersebut secara teknis
mempunyai kontribusi yang besar, sehingga merupakan stakeholder yang
berperan memperlancar terhadap keberhasilan Aksi Perubahan yang
dilaksanakan. Stakeholder Internal dalam Aksi Perubahan ini adalah :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau;

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin;

r w DN

Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelola Sumber
Dana Sosial;

Sub Koordinator Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

Sub Koordinator Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

Sub Koordinator Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan

© N o 0

Sub Koordinator Perencanaan & Evaluasi.

b. Stakeholder Eksternal merupakan stakeholder yang mempunyai pengaruh
(influence), kepentingan (interest) dan keterlibatan yang sangat kuat
terhadap keberhasilan Aksi Perubahan, memiliki pengaruh terhadap
kegiatan Pemerintah dan keberadaannya sangat penting bagi organisasi

yang memiliki program tersebut.
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Stakeholder Eksternal dalam Aksi Perubahan ini adalah :
Gubernur Kepulauan Riau;

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
Forum CSR;

Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Riau;

Masyarakat Kelas Menengah dan Kelas Atas;

Dinas Sosial Kabupaten/Kota; dan

© © N o g s~ w DB

Media Massa.

Adapun pelaksanaan membangun jejaring kerja dan kolaborasi yang

dilaksanakan selama tahapan aksiperubahan dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Matriks Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi

No Stakeholder Peran AClLGE] Evidence
cara mempengaruhi
1 | Gubernur Memiliki peranan | Meyakinkan akan
Kepulauan Riau | dan pengaruh | mendukung pelaksanaan
sangat penting | Program Gerakan
dalam Pendayagunaan Mayarakat
pelaksanaan dan Dunia Usaha
penyusunan aksi| (GERDAM KEPRI)
perubahan
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Sekretaris Daerah
Provinsi

Kepulauan Riau

Memiliki  peranan
dan pengaruh
sangat penting
dalam

pelaksanaan

Meyakinkan akan
mendukung pelaksanaan
Program Gerakan

Pendayagunaan Mayarakat

dan Dunia Usaha

penyusunan aksi| (GERDAM KEPRI)
perubahan
Kepala Dinas| Memiliki peranan | Meyakinkan akan
Sosial Provinsi| dan pengaruh | mendukung pelaksanaan
Kepulauan Riau | sangat penting | Program Gerakan
dalam Pendayagunaan
pelaksanaan Mayarakat dan Dunia
penyusunan aksi| Usaha (GERDAM KEPRI)
perubahan
Kepala Badan| Memiliki peranan| Membangun komunikasi o ———
Pengembangan | dan pengaruh | untuk
Sumber Daya| sangat penting | bekerjasama dan akan
Manusia Provinsi| dalam mendukung ke dalam Tim
Kepulauan Riau | pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan
penyusunan aksi| Program Gerakan
perubahan Pendayagunaan

Mayarakat dan Dunia
Usaha (GERDAM KEPRI)
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Inspektorat
Daerah Provinsi

Kepulauan Riau

Memiliki  peranan
dan pengaruh
sangat penting
dalam

pelaksanaan
penyusunan  aksi

perubahan

Membangun komunikasi
untuk
bekerjasama dan akan

mendukung ke dalam Tim

Koordinasi  pelaksanaan
Program Gerakan
Pendayagunaan

Mayarakat dan Dunia

Usaha (GERDAM KEPRI)

Biro Hukum
Provinsi

Kepulauan Riau

Memiliki peranan

dan pengaruh
sangat  penting
dalam

pelaksanaan
penyusunan aksi

perubahan

Membangun komunikasi
untuk bekerjasama dan
akan mendukung pergub
ke dalam Tim Koordinasi
pelaksanaan Program
Gerakan Pendayagunaan
Dunia

Mayarakat dan

Usaha (GERDAM KEPRI)

Forum CSR

Memiliki peranan

dan pengaruh
sangat  penting
dalam

pelaksanaan
penyusunan aksi

perubahan

Membangun komunikasi
untuk bekerjasama dan akan
mendukung ke dalam Tim
Koordinasi pelaksanaan
Program Gerakan
Pendayagunaan Mayarakat
dan Dunia Usaha (GERDAM
KEPRI)
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8. | Badan Amil Zakat| Memiliki peranan | Membangun komunikasi
Provinsi dan pengaruh | untuk bekerjasama dan
Kepulauan Riau | sangat penting | akan  mendukung ke

dalam dalam Tim Koordinasi
pelaksanaan pelaksanaan Program
penyusunan aksi | Gerakan Pendayagunaan
perubahan Mayarakat dan Dunia

Usaha (GERDAM KEPRI)

9. | Masyarakat Kelas| Memiliki peranan | Membangun komunikasi
Menengah  dan| dan pengaruh | untuk bekerjasama dan
Kelas Atas sangat penting | akan mendukung ke

dalam dalam Tim Koordinasi
pelaksanaan pelaksanaan Program
penyusunan aksi | Gerakan Pendayagunaan
perubahan Mayarakat dan Dunia
Usaha (GERDAM KEPRI)
10.| Dinas Sosial| Memiliki peranan, | Membangun komunikasi
Kabupaten/Kota | pengaruh  akan | untuk bekerjasama dan
tetapi secara | akan  mendukung ke
tidak  langsung | dalam Tim Koordinasi
dalam Perubahan | pelaksanaan Program
Gerakan Pendayagunaan
Mayarakat dan Dunia
Usaha (GERDAM KEPRI)
11.| Media Massa Menginformasi Menginformasikan  AKksi https://wartarakyat

melalui Web

Media Online

Perubahan pelaksanaan
Program Gerakan
Pendayagunaan

Mayarakat dan Dunia

Usaha (GERDAM KEPRI)

.C0.id/2022/10/18/

dinsos-susun-

program-gerdam-

kepri-untuk-

pengentasan-
kemiskinan/

https://detak.medi
a/2022/10/18/pen

anggulangan-
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https://wartarakyat.co.id/2022/10/18/dinsos-susun-program-gerdam-kepri-untuk-pengentasan-kemiskinan/
https://wartarakyat.co.id/2022/10/18/dinsos-susun-program-gerdam-kepri-untuk-pengentasan-kemiskinan/
https://wartarakyat.co.id/2022/10/18/dinsos-susun-program-gerdam-kepri-untuk-pengentasan-kemiskinan/
https://wartarakyat.co.id/2022/10/18/dinsos-susun-program-gerdam-kepri-untuk-pengentasan-kemiskinan/
https://wartarakyat.co.id/2022/10/18/dinsos-susun-program-gerdam-kepri-untuk-pengentasan-kemiskinan/
https://wartarakyat.co.id/2022/10/18/dinsos-susun-program-gerdam-kepri-untuk-pengentasan-kemiskinan/
https://wartarakyat.co.id/2022/10/18/dinsos-susun-program-gerdam-kepri-untuk-pengentasan-kemiskinan/
https://detak.media/2022/10/18/penanggulangan-kemiskinan-dinsos-kepri-gagas-program-gerdam-kepri/
https://detak.media/2022/10/18/penanggulangan-kemiskinan-dinsos-kepri-gagas-program-gerdam-kepri/
https://detak.media/2022/10/18/penanggulangan-kemiskinan-dinsos-kepri-gagas-program-gerdam-kepri/

kemiskinan-
dinsos-kepri-
gagas-program-
gerdam-kepri/

- https://deltakepri.c

o0.id/disetujui-
qubernur-dinsos-

kepri-entaskan-

kemiskinan-
dengan-program-
gerdam/

12.

Masyarakat
Kurang Mampu

Memiliki peranan,
pengaruh  akan
tetapi secara
tidak  langsung
dalam perubahan

Membangun komunikasi
untuk bekerjasama dan
akan mendukung ke
dalam Tim Koordinasi
pelaksanaan Program
Gerakan Pendayagunaan
Mayarakat dan Dunia
Usaha (GERDAM KEPRI)

‘5’) =

Untuk mengetahui pengaruh dan daya dukung dalam implementasi proyek

perubahan maka masing-masing stakeholders perlu diidentifikasi dan dianalisa dari

sisi pengaruh, dukungan, dan tingkat kepentingannya. Berdasarkan tingkat

kepentingan dan pengaruhnya stakeholders di bedakan sebagai berikut :

Promotors yaitu memiliki kepentingan besar terhadap proses perubahan dan

juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil. Stakeholders yang tinggi

tingkat kepentingan dan pengaruhnya.

Defenders vyaitu memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyalurkan

dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi

proyek perubahan. Yakni stakeholdrs yang tinggi kepentingan namun pengaruhnya

kecil.

Latens yaitu tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek

perubahan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan

jilka mereka tertarik. Stakeholders yang memiliki

kepentingannya rendah.
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https://detak.media/2022/10/18/penanggulangan-kemiskinan-dinsos-kepri-gagas-program-gerdam-kepri/
https://detak.media/2022/10/18/penanggulangan-kemiskinan-dinsos-kepri-gagas-program-gerdam-kepri/
https://detak.media/2022/10/18/penanggulangan-kemiskinan-dinsos-kepri-gagas-program-gerdam-kepri/
https://detak.media/2022/10/18/penanggulangan-kemiskinan-dinsos-kepri-gagas-program-gerdam-kepri/
https://deltakepri.co.id/disetujui-gubernur-dinsos-kepri-entaskan-kemiskinan-dengan-program-gerdam/
https://deltakepri.co.id/disetujui-gubernur-dinsos-kepri-entaskan-kemiskinan-dengan-program-gerdam/
https://deltakepri.co.id/disetujui-gubernur-dinsos-kepri-entaskan-kemiskinan-dengan-program-gerdam/
https://deltakepri.co.id/disetujui-gubernur-dinsos-kepri-entaskan-kemiskinan-dengan-program-gerdam/
https://deltakepri.co.id/disetujui-gubernur-dinsos-kepri-entaskan-kemiskinan-dengan-program-gerdam/
https://deltakepri.co.id/disetujui-gubernur-dinsos-kepri-entaskan-kemiskinan-dengan-program-gerdam/
https://deltakepri.co.id/disetujui-gubernur-dinsos-kepri-entaskan-kemiskinan-dengan-program-gerdam/

Apethetics yaitu kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan
mungkin tidak mengetahui adanya aksi perubahan, yakni stakeholders yang rendah
pengaruh maupun kepentingannya.

Adapun peta manfaat dalam sumber daya yang akan digunakan dalam
menyusun Aksi Perubahan ini adalah melakukan sinergitas atau jejaring sosial
antar stakeholder yang saling memiliki kekuatan dan kepentingan sebagai faktor
dalam pelaksanaan dan implementasinya, adalah sebagai berikut:

A

DEFENDERS
(PENGARUH KECIL KEPENTINGAN BESAR)

1. Sub Koordinator Perencanaan &
Evaluasi Dinas Sosial Provinsi
Kepulauan Riau

2. Sub Koordinator — Sub Koordinator
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan
Riau

3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota

v

Gambar 1. Pemetaan Stakeholder
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Dengan memetakan stakeholders dari sisi pengaruh, kepentingan, dan

dukungannya, maka agar pelaksanaan proyek perubahan perlu dibangun strategi

komunikasi dengan masing-masing stakeholders sebagai berikut:

1.

Terbuka; Kunci pertama untuk menciptakan komunikasi yang efektif adalah
dengan transparansi, informatif dan jujur dalam berkomunikasi.

Terstruktur; Komunikasi yang terstruktur dapat dipresentasikan dalam cara yang
menarik agar mudah dimengerti oleh audiens.

Bersemangat; Komunikasi harus dikemas dengan nuansa yang bersemangat
untuk memastikan audiens segera bertindak setelah menerima pesan.
Seimbang; Untuk menciptakan komunikasi yang efektif dengan mengatur
frekuensi pesan. Komunikasi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan
kebingungan dan frustrasi. Di sisi lain, komunikasi yang terlalu sering akan
menyebabkan sikap apatis.

Profesional; Komunikasi harus dikemas secara profesional. Pesan yang dibuat
dengan baik dan tanpa kepentingan pribadi akan lebih efektif dan efisien.

Wording; Pemilihan kata yg tepat akan menjadikan komunikasi lebih efektif.

Dalam penerapannya, strategi komunikasi dapat dikombinasikan antara satu

dengan yang lain dengan mempertimbangkan pihak-pihak dimana komunikasi

dilakukan. Agar dalam pelaksanaan aksi perubahan berjalan efektif dan sesuai rencana

maka diperlukan Tim yang efektif. Untuk itu perlu dibentuk Tim Aksi Perubahan, dengan

sub-sub Tim sesuai spesialisasi bidang garap. Tim Aksi Perubahan Tampak dalam

struktur berikut :

™ -
Drs EXO Ir. GLAMAMUAM, PAs
SLIMBARYAD n
REFORMER
- . WEMI ARDHANTL. 5.5i - .
ye e

STAKEHOLDER ETAKEHOLDER INTER AL
EKSTERMAL

KEPALA DINAS
BIDANG PFRA

BIDANG DAYASOS
PEIABAT ELMNGSIOMAL
DINSOS

- KABLUPATEN/KOTA

GUBERNLR KEPFRI
SEKRETARIS DAERAH

INSPEKTORAT

DAERAH !

BIRD HUKLRM - -
DISKOM INFO = 1 2 =
FORUM CSR

BAZMAS

MEDLA MASSA

MASYARAKAT

=

YYYVYY

YYYYYY ¥YYY

Gambar 2. Model Struktur Tim Rancangan Aksi Perubahan
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Beberapa potensi masalah yang mungkin timbul dan akan menghambat

kelancaran atau keberhasilan untuk mencapai target dan tujuan aksi perubahan

beserta langkah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut :

No Kendala Solusi
1 | Terjadinya mutasi jabatan atau | Komitmen dengan semua
rotasi dalam masa aktualisasi aksi | stakeholders agar tetap bersedia
perubahan berperan dalam aktualisasi aksi
perubahan, berkoordinasi dengan
pejabat baru agar aksi perubahan
dapat berjalan sesuai jadwal
3 | Koordinasi dengan stakeholder | Melakukan pendekatan secara
baik internal maupun eksternal | intensif kepada stakeholder dan
yang kurang optimal karena | memberitahukan setiap kegiatan aksi
masing-masing stakeholder | perubahan yang akan dilaksanakan
mempunyai jadwal kegiatan yang | jauh-jauh hari sebelumnya
sudah menjadi tugas pokok
fungsinya
4 | Pelaksanaan aksi perubahan Penjadwalan ulang kegiatan agar
bersamaan dengan pelaksanaan | seluruhnya dapat berjalan sesuai
kegiatan lain yang sudah rencana
terencana

Strategi Pengembangan Kompetensi

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran OPD akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu
sasaran atau sekelompok sasaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka definisi
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial.
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Yang terdapat dari latar belakang dan analisis di atas, maka pembekalan
materi selama mengikuti kepemimpinan administrator, serta mengadopsi
kesimpulan studi lapangan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di antaranya
bahwa sebuah inovasi tidak harus berangkat dari issue yang spektakuler, maka
rencana aksi perubahan yang akan kami laksanakan adalah Upaya Pengentasan
Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri.

Dengan inovasi ini diharapkan memberikan ruang orientasi semangat
memberikan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu menerima manfaat dari
Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri, dengan
penyediaan fasilitas, kompetensi, dan penugasan pegawai yang tepat untuk

mendukung program tersebut.

Tabel 5. Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kepri

Strateqi Kebijakan

1. Meningkatkan kemandirian 1. Peningkatan kemandirian PPKS
PPKS melalui pengembangan difokuskan pada pengembangan potensi
potensi diri, bantuan ekonomi PPKS dan bantuan ekonomi produktif;
produktif, bantuan stimulan, 2. Pemenuhan kebutuhan pendamping
dan bantuan kebutuhan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
pokok. dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2. Meningkatkan jangkauan dan | 1. Penanganan fakir miskin secara
pemerataan penanganan proporsional di wilayah perdesaan dan
PPKS berdasarkan data perkotaan, serta wilayah pesisir,
permasalahan yang ada. perbatasan, dan pulau-pulau kecil;

2. Penanganan PPKS secara proporsional
di daerah kabupaten/kota berdasarkan
data permasalahan yang ada.

3. Melaksanakan Pemenuhan kebutuhan pendamping sosial
refungsionalisasi PPKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang
melalui rehabilitasi sosial disabilitas, dan tunasosial, serta korban
berbasis lembaga (panti dan | tindak kekerasan, eksploitasi, dan
LKS). perdagangan manusia.
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Strateqi Kebijakan

4. Menjamin keterpenuhan Pemenuhan kebutuhan SDM Nonaparatur
kebutuhan dasar PPKS yang | Askesos dan Program Keluarga Harapan
memenuhi persyaratan (PKH).
melalui asuransi
kesejahteraan sosial dan/atau
bantuan langsung
berkelanjutan.

5. Menyediakan sarana- Penyediaan sarana-prasarana difokuskan
prasarana utama pendukung | untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial
keberhasilan berbasis lembaga (panti dan LKS) serta
penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana.
kesejahteraan sosial.

6. Memberikan perlindungan Pemenuhan kebutuhan tenaga psikososial
sosial kepada korban pada saat bencana dan pascabencana.
bencana alam dan bencana
sosial melalui pemenuhan
kebutuhan pokok dan
pemulihan trauma.

7. Memperkuat kapasitas PSKS | 1. Peningkatan profesionalisme penyuluh
dan kepedulian masyarakat sosial melalui diklat dan bimbingan
dalam penyelenggaraan teknis.
kesejahteraan sosial melalui | 2. Penguatan kelembagaan sosial melalui
penyuluhan sosial dan pembinaan dan pemberian bantuan
penguatan kelembagaan operasional.
sosial.

8. Memantapkan manajemen 1. Pemutakhiran data PPKS dan PSKS
penyelenggaraan secara periodik.
kesejahteraan sosial dalam 2. Pemenuhan kebutuhan standar
hal perencanaan, tata operasional prosedur (SOP) dalam
laksana, monev, pelaporan, berbagai pelaksanaan aktivitas
dan koordinasi. kedinasan PD.
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Strategi Kebijakan

3. Perluasan cakupan permasalahan yang
menjadi sasaran monev, dan
pembuatan instrumen monev yang

terukur.

4. Perbaikan mekanisme pengawasan
internal bulanan terhadap capaian
kinerja dan keuangan PD.

5. Pengintensifan koordinasi lintas sektor
dan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan.

9. Meningkatkan kualitas SDM 1. Penjalinan kerja sama dengan lembaga

aparatur kesejahteraan sosial. pendidikan dalam rangka peningkatan
kompetensi aparatur kesejahteraan
sosial.

2. Peningkatan profesionalisme aparatur
kesejahteraan sosial melalui pelatihan,
bimtek, dsb.
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B.

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN
Capaian dan Perbaikan Kinerja Organisasi

Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada
masyarakat di bidang kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-
undangan. Perkembangan masalah sosial seperti anak terlantar, penyandang
cacat, lanjut usia terlantar, korban bencana alam maupun bencana sosial, korban
tindak kekerasan dan pekerja migran, pekerja pada sektor informal dan angka
kemiskinan yang cukup tinggi serta maraknya penipuan di masyarakat yang
berkedok undian di Provinsi Kepulauan Riau, membutuhkan perhatian dan
penanganan yang serius oleh pemerintah bersama-sama masyarakat secara
komprehensif dan berkelanjutan.

Kinerja organisasi mengisyaratkan bahwa penilaian kinerja sesungguhnya
sangat penting untuk melihat sampai sejauh mana tujuan organisasi telah
tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditempuh usaha-usaha
melalui perbaikan kinerja organisasi dan kinerja pegawai aparatur, baik melalui
kepemimpinan dari atasan langsung maupun pelaksanaan dari para staf yang ada
didalam bagian itu sendiri, agar segala dampak negatif dari kegiatan pengelolaan
pemerintahan dapat dihindarkan serta dampak positifnya dapat ditingkatkan.

Evaluasi dapat menentukan bagaimana hasil kerja yang sesuai atau
tidaknya dengan sasaran yang diharapkan dan seberapa jauh efisiensi dari tim
yang mengerjakan kegiatan tersebut. Aksi perubahan ini bertujuan untuk
mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam
upaya mendapat gambaran yang jelas mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam mencapai target dan menjawab tuntutan visi, misi, sasaran serta tujuannya.

Dalam melakukan evaluasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, ada

beberapa indikator menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi tersebut :
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Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 s/d 2021

Sasaran

Indikator Sasaran

masyarakat
terhadap nilai-nilai

kepahlawanan,

perseorangan yang sesuai
standar minimal pekerjaan

sosial

1. Meningkatnya Persentase keluarga miskin % 30,90 | 32,14
kemandirian yang terpenuhi kebutuhan
keluarga miskin; dasarnya
2. Meningkatnya fungsi | 1. Persentase lanjut usia % 100,00 | 100,00
sosial PPKS dalam terlantar yang terpenuhi
kehidupan kebutuhan dasarnya;
bermasyarakat
2. Persentase anak terlantar % 100,00 | 100,00
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya,
3. Persentase lanjut usia % 100,00 | 100,00
terlantar yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya;
4. Persentase gelandangan % 100,00 | 100,00
dan pengemis yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya,;
5. Persentase tuna sosial % 100,00 | 100,00
dan korban perdagangan
orang yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya.
3. Meningkatnya peran |1. Persentase PSKS % 2,98 13,33
PSKS dalam kelembagaan yang sesuai
penyelenggaraan dengan standar minimal
kesejahteraan sosial pelayanan
serta penghayatan 1 htase PSKS % | 480 | 70,00
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Kondisi Kondisi

Sasaran Indikator Sasaran
keperintisan, 3. Persentase taman makam % - 33,33
kesetiakawanan pahlawan yang dikelola

sosial, dan kearifan

lokal

4. Meningkatnya Persentase korban bencana % 100.00 | 100,00
perlindungan sosial | alam dan bencana sosial
kepada korban provinsi yang terpenuhi
bencana alam dan kebutuhan dasarnya

bencana sosial

5. Meningkatnya 1. Nilai akuntabilitas kinerja; BB BB
kualitas 2. Persentase ASN yang % 90,00 | 99,00
ketatalaksanaan mencapai nilai prestasi
organisasi. kerja sangat baik;

3. Nilai Penilaian Mandiri - 90,00

Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)

Sebagai pelayan bagi masyarakat, tak jarang apa yang ingin dilakukan oleh
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan OPD yang dimilikinya harus bisa
bersinergi dalam mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik dan tentu ini
semua yang ingin diharapkan oleh masyarakat. Maka dalam rangka mencapai
semua hal tersebut, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dengan masing-
masing OPD yang dimilikinya mencoba memanfaatkan dan mengoptimalkan
segala sumber kekuatan seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam
dan semua sumber daya yang bisa membangun kemajuan daerah.

Tercapainya kegiatan merupakan salah satu bentuk tujuan yang harus
dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam menyukseskan
program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh
penulis kegiatan yang dilakukan berdasarkan Standar Operasional Pelaksanaan
(SOP) dan teknis kegiatan.
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2.

Manfaat Aksi Perubahaan

Aksi perubahan ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1)

2)

Manfaat Aksi Perubahan bagi Internal Organisasi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Sosial. Dengan adanya
program GERDAM diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan
inspirasi kepada semua pegawai untuk selalu memberikan layanan yang
terbaik bagi masyarakat.

Meningkatnya kinerja Dinas Sosial. Kualitas kinerja yang dimaksud adalah
ukuran kecepatan proses pembuatan surat, kerapian dalam pengarsipan,
dan perbaikan teknik komunikasi serta respon oleh operator di Dinas Sosial
Berubahnya pola pikir (mind set) dan budaya kerja ASN di Dinas Sosial.
Program GERDAM Kepri menumbuhkan kepedulian pada masyarakat
tidak mampu dan ekonomi yang kekurangan di Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau.

Memudahkan pimpinan dalam rangka pemantauan program dan kegiatan
yang sedang dilakukan.

Memudahkan sistem pelaporan dan dokumentasi sehingga meningkatkan
transparansi, akuntabilitas kinerja serta kualitas kinerja Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau.

Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap peran Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau.

Terciptanya suatu SOP yang lebih baik dan jelas alur kegiatannya
sehingga memudahkan semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam
program GERDAM KEPRI.

Manfaat Aksi Perubahan bagi Eksternal Organisasi

Menyediakan wadah yang legal bagi masyarakat kelas menengah dan
kelas atas serta dunia usaha untuk menyalurkan bantuan kepada
masyarakat yang membutuhkan.

Memperluas cakupan kelompok sasaran program penanggulangan
kemiskinan.

Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari

pemerintah.
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¢ Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Inovasi yang
dilakukan oleh pemerintah dengan standar pelayanan maksimal yang
meyakinkan masyarakat bahwa ada komitmen terus menerus dalam
pelakasanaan kegiatan. Masyarakat juga akan makin yakin di masa-masa
mendatang tidak menutup kemungkinan adanya inovasi-inovasi lainnya di

sisi pelayanan

Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahaan

Sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan yang telah diuraikan diatas,
maka permasalahan utama yang akan dilakukan melalui Aksi Perubahan ini
adalah kegiatan menumbuhkan kepedulian pada masyarakat tidak mampu dan
ekonomi yang kekurangan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka dengan
ini kami mengajukan Kegiatan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program
GERDAM Kepri untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Diharapkan dengan adanya kepedulian masyarakat dalam mengatasi
kemiskinan yang dikemas dalam Kegiatan Upaya Pengentasan Kemiskinan
Melalui Program GERDAM Kepri di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini, dapat
mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Provinsi
Kepulauan Riau. Persoalan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat kurang
mampu dan permasalahan kemiskinan lainnya akan sedikit terkurangi dengan
adanya program GERDAM Kepri.

Selanjutnya untuk dapat merealisasikan program GERDAM Kepri di
Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya kegiatan implementasi atau tindakan,
dalam pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dalam bentuk
Milestone agar aksi perubahan dapat berjalan dengan lancar. Milestone
adalah sebuah istilah yang biasa digunakan dalam manajemen proyek untuk
mempermudah estimasi waktu penyelesaian pengerjaan sehingga dengan
adanya milestone para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

durasi atau waktu yang ditentukan.
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a. Milestone
Persiapan Implementasi Aksi Perubahan
1. Penjelasan Aksi Perubahan
Dalam rangka persiapan pelaksanaan Kegiatan Upaya
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri, dilaksanakan
pertemuan penjelasan aksi perubahan dengan seluruh ASN di lingkungan
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, yang juga diikuti oleh para
pendamping PKH, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial. Dalam pertemuan
ini disampaikan bahwa aksi perubahan yang akan dilaksanakan di
Provinsi Kepulauan Riau adalah Kegiatan Upaya Pengentasan
Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri, yaitu suatu gerakan yang
mendorong dan memfasilitasi masyarakat kelas menengah dan kelas atas
serta dunia usaha untuk secara kolaboratif membantu masyarakat kurang
mampu di Provinsi Kepulauan Riau.

Diharapkan bantuan dan peran serta seluruh unsur terkait di
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau demi suksesnya pelaksanaan Upaya
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri. Bagi
pemerintah yang berdomisili di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau, maka diharapkan dapat menjadi pelopor dan penggerak kegiatan
Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program GERDAM Kepri.

Penjelasan aksi perubahan ini penting dilaksanakan untuk
mendapatkan pemahaman yang sama, akan pentingnya gerakan ini dapat
membantu masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini merupakan
implementasi dari agenda Kepemimpinan Transformational, yaitu sebuah
gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan,
menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat dan

melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi.
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Tabel 7. Capaian Milestone Implementasi Aksi Perubahan

No Milestone Kegiatan Waktu Tempat Hasil/Output Evidence
1. | Pembentukan 1. Koordinasi dan | 8 September | Ruangan kerja | Tersampaikannya kepada Dokumentasi
Tim Efektif Aksi Konsultasi dengan 2022 Kepala Dinas Sosial | Mentor tentang rencana Surat Dukungan
Perubahan Mentor Provinsi Kepulauan | pelaksanaan aksi perubahan Kepala Dinas
Riau termasukrencana pembentukan
Tim Efektif
2. Breafing dengan 8 September | Ruangan Rapat | Terbangunnya komitmen Dokumentasi
unit kerja/staf 2022 kerja Dinas Sosial | dukungan dari unit kerja/staf Undangan
membangun Provinsi Kepulauan | untuk  melaksanakan  aksi Notulen
komitmen aksi Riau perubahan Absensi
perubahan
3. Rapat 9 September | Ruang Rapat Dinas | Terbentuknya Tim Efektif Dokumentasi
Pembentukan Tim 2022 Sosial Provinsi | Implementasi Aksi Perubahan Legalitas SK Tim
Efektif Aksi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Draft SK Efektif
Perubahan
2. | Koordinasi Melakukan koordinasi | 20 September | Ruang Badan | Membangun komunikasi untuk Surat Dukungan
dengan dan konsultasi 2022 Pengembangan bekerjasama dan akan
Stakeholder dengan Badan Sumber Daya | mendukung ke dalam Tim
Eksternal Pengembangan Provinsi Kepulauan | Koordinasi pelaksanaan
Sumber Daya Riau Program Gerakan




Provinsi  Kepulauan

Riau terkait

rancangan Peraturan

Pendayagunaan Mayarakat dan
Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)

Gubernur
Penyusunan 1. Rapat Internal | 21 September | Ruang Rapat Dinas | Terbahasnya rencana tahapan Dokumentasi
rancangan SOP Kantor 2022 Sosial Provinsi | aksi perubahan SOP : Undangan
Penyusunan Kepulauan Riau a. Mekanisme Penyediaan Data Notulen
rancangan Alur Kelompok Sasaran Yang Rancangan dan
Proses SOP Perlu Dibantu Oleh Donatur Draf SOP
Perseorangan Dan Dunia
Usaha
b. Mekanisme pengumpulan
dana dari para donatur
perseorangan
c. Mekanisme penyaluran
bantuan kepada kelompok
sasaran
2. Melakukan 22 September | Ruangan Rapat | Terbahasnya Di dalam rapat | - Dokumentasi
penyusunan 2022 Dinas Sosial Provinsi | tersebut, kami membahas butir- | - Tampilan final SOP
rancangan  SOP Kepulauan Riau butir yang perlu dicantumkan Mekanisme
Mekanisme dalam rancangan SOP




GERDAM KEPRI

GERDAM KEPRI :
a. Mekanisme Penyediaan
Data Kelompok Sasaran
Yang Perlu Dibantu Oleh
Donatur Perseorangan Dan
Dunia Usaha
b. Mekanisme pengumpulan
dana dari para donatur
perseorangan
c. Mekanisme penyaluran

bantuan kepada kelompok

sasaran
Penyusunan . Melaksanakan 23 September | Ruangan Rapat | Di dalam rapat tersebut, kami | - Dokumentasi
dan rancangan rapat  koordinasi 2022 Dinas Sosial Provinsi | meminta peserta rapat memberi | - Undangan
Pergub internal Kepulauan Riau masukan sesuai dengan tupoksi | - Notulen
GERDAM Kepri penyusunan terkait hal-hal yang harus di | - Draf Pergub
rancangan Pergub tetapkan dalam rancangan
Pergub GERDAM Kepri
. Konsultasi dengan | 26 September | Ruangan kerja | Terbahasnya Progres | - Dokumentasi

Mentor, Kepala

Dinas Sosial,

2022

Kepala Dinas Sosial

Provinsi Kepulauan

penyusunan rancangan Pergub

Pedoman Umum Pelaksanaan

- Konsep alur proses

Pergub pelaksanaan




Bapak Drs. Eko Riau Gerakan Pendayagunaan GERDAM Kepri
Sumbaryadi terkait Masyarakat dan Dunia Usaha

draf rancangan Kepulauan Riau (GERDAM

Pergub Kepri)

. Melakukan 27 September | Ruangan Rapat | Terbahasnya Di dalam rapat | - Dokumentasi
penyusunan 2022 Dinas Sosial Provinsi | tersebut, kami membahas butir- | - Tampilan final
rancangan Kepulauan Riau butir yang perlu dicantumkan Pergub GERDAM
Peraturan dalam rancangan Pergub dan Kepri
Gubernur mencermati semua kebutuhan

yang harus di tetapkan dalam
rancangan Pergub
Koordinasi . Melakukan 28 September | Ruang Inspektorat | Membangun komunikasi untuk - Dokumentasi
dengan koordinasi dan 2022 Daerah Provinsi | bekerjasama dan akan | - Surat Dukungan
Stakeholder konsultasi dengan Kepulauan Riau mendukung ke dalam Tim
Eksternal Inspektorat Koordinasi pelaksanaan
Daerah  Provinsi Program Gerakan
Kepulauan  Riau Pendayagunaan Mayarakat dan
terkait rancangan Dunia Usaha (GERDAM KEPRI)
Peraturan

Gubernur




2. Melakukan 04 Oktober | Ruangan Kepala | Kepala Biro Hukum (Bapak | - Dokumentasi
koordinasi dan 2022 Biro Hukum Provinsi | Kuntum Purnomo) menyambut | - Berita Acara
konsultasi dengan Kepulauan Riau baik dan mengharapkan serta
Biro Hukum terkait menekankan agar Regulasi
rancangan yang dijadikan dasar hukum
Peraturan penyusunan rancangan Pergub
Gubernur tidak lupa dicantumkan

Pembuatan 1. Rapat Tim Efektif | 05 Oktober | Ruang Rapat Dinas | Terbahasnya rencana tahapan | - Konsep alur proses
Website Pembuatan 2022 Sosial Provinsi | aksi perubahan  Pembuatan Website

Program Website program Kepulauan Riau Website program GERDAM

GERDAM Kepri GERDAM Kepri Kepri

2. Rapat Tim Efektif | 06 Oktober | Ruang Rapat Dinas | Selesainya Pembuatan Website | - Tampilan final
membahas  final 2022 Sosial Provinsi | program GERDAM Kepri website
Pembuatan Kepulauan Riau
Website program
GERDAM Kepri

Penetapan Tersusunnya 13 Oktober | Ruang Kerja | Tersusunnya Peraturan | - Tampilan Selesainya
Peraturan Peraturan  Gubernur 2022 Gubernur Kepulauan | Gubernur Kepulauan Riau Pergub Nomor 57
Gubernur Kepulauan Riau yang Riau Tahun 2022

mengatur mekanisme

pelaksanaan program
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GERDAM Kepri

Penetapan SOP | Tersusunnya SOP| 14 Oktober | Ruang Rapat Dinas | Terbahasnya konsep Final SOP | - Tampilan Selesainya
yang mengatur 2022 Sosial Provinsi | melalui GERDAM Kepri : Mekanisme
mekanisme Kepulauan Riau a. Mekanisme Penyediaan Data Peyusunan SOP
pelaksanaan program Kelompok Sasaran Yang
GERDAM Kepri Perlu Dibantu Oleh Donatur

Perseorangan Dan Dunia
Usaha

b. Mekanisme pengumpulan
dana dari para donatur
perseorangan

c. Mekanisme penyaluran
bantuan kepada kelompok
sasaran

Melaksanakan |1. Rapat sosialisasi 17 Oktober Zoom Meeting Terbahasnya Kosep alur proses | - Dokumentasi

sosialisasi Dengan Dinas 2022 Pelaksanaan Program GERDAM | - Undangan

Eksternal Sosial Se Kepri - Notulen

Kabupaten/Kota - Konsep alur proses

pelaksanaan
Program GERDAM
Kepri




Program GERDAM
Kepri dengan Bank
Riau Kepri Syariah.

Kepulauan Riau

donatur perseorangan dan dunia
usaha,mekanisme pengumpulan
dana dari para donatur, dan

mekanisme penyaluran bantuan

. Sosialisasi Pergub 17 Oktober Tanjungpinang Terbahasnya Kosep alur proses | - Dokumentasi
GERDAM Kepri 2022 Pelaksanaan Program GERDAM
dengan Sekda Kepri
Kota
Tanjungpinang
. Melaksanakan 18 Oktober Kantor Baznas Menjelaskan mekanisme | - Dokumentasi
Koordinasi 2022 Provinsi Kepulauan | penyediaan data kelompok | - Konsep alur proses
Sosialisasi Riau sasaran yang perlu dibantu oleh | - pelaksanaan
Program donatur perseorangan dan dunia Program GERDAM
GERDAM Kepri usaha, mekanisme Kepri
dengan Baznas pengumpulan dana dari para
Prov. Kepri donatur, dan mekanisme
penyaluran bantuan kepada
kelompok sasaran
. Melaksanakan 18 Oktober | Ruang Kerja Menjelaskan mekanisme | - Dokumentasi
Koordinasi 2022 Sekretaris Dinas penyediaan data kelompok | - Konsep alur proses
Sosialisasi Sosial Provinsi sasaran yang perlu dibantu oleh | - pelaksanaan

Program GERDAM
Kepri




kepada kelompok sasaran

Tanjungpinang

sasaran yang perlu dibantu oleh

. Menginformasikan 19 Oktober Media Online Harian | Menjelaskan mekanisme | - Dokumentasi
aksi perubahan 2022 Kepri penyediaan data kelompok | - Konsep alur proses
tentang Program sasaran yang perlu dibantu oleh | pelaksanaan Program
GERDAM Kepri donatur perseorangan dan dunia | GERDAM Kepri
Media Online usaha,mekanisme pengumpulan
dana dari para donatur, dan
mekanisme penyaluran bantuan
kepada kelompok sasaran
. Dialog interaktif 20 Oktober | RRI Tanjungpinang | Menjelaskan mekanisme | - Dokumentasi
dengan RRI 2022 penyediaan data kelompok | - Konsep alur proses
Tanjungpinang sasaran yang perlu dibantu oleh | pelaksanaan Program
terkait aksi donatur perseorangan dan dunia | GERDAM Kepri
perubahan usaha, mekanisme
GERDAM Kepri pengumpulan dana dari para
donatur, dan mekanisme
penyaluran bantuan kepada
kelompok sasaran
. Dialog interaktif 21 Oktober | TV Tanjungpinang Menjelaskan mekanisme | - Dokumentasi
dengan dengan TV 2022 penyediaan data kelompok | - Konsep alur proses

pelaksanaan




terkait aksi
perubahan tentang
Program GERDAM

donatur perseorangan dan dunia
usaha, mekanisme
pengumpulan dana dari para
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KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN
Tindak lanjut Kegiatan Jangka Pendek Dengan Menetapkan Target Capaian
Jangka Menengah Dan Jangka Panjang

Dengan telah dilaksanakannya aksi perubahan yang merupakan
kegiatan jangka pendek selama 2 (dua) bulan sejak awal September sampai
awal November maka tujuan jangka pendek telah dilaksanakan. Untuk tindak
lanjut berikutnya adalah merealisasikan rencana aksi jangka menengah dan
jangka panjang dari aksi perubahan ini yang belum terwujud. Tahapan yang
akan dicapai dengan aksi perubahan ini yaitu :

1. Tujuan Jangka Menengah : 6 (enam) Bulan
e Tersosialisasikannya program GERDAM Kepri di 7 (tujuh)
Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
¢ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan
kemiskinan sehingga kearifan lokal seperti gotong royong dapat
tumbuh Kembali di masyarakat.
e Meningkatnya jangkauan program penanggulangan kemiskinan pada
kelompok sasaran yang lebih luas.
2. Tujuan Jangka Panjang :1 (Satu) Tahun Keatas
e Tersusunnya Peraturan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau
tentang program GERDAM sehingga menjadi payung hukum bagi
semua Kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
e Menurunnya angka kemiskinan dan terpeliharanya kearifan lokal
seperti gotong royong didalam masyarakat Kepulauan Riau.
e Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
GERDAM Kepri.
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KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Pemanfaatan Mata Pelatihan Pilihan Dalam Mendukung Pelaksanaan Aksi
Perubahaan

Diagnosa Organisasi

Pembelajaran Diagnosa Organisasi relevan dan bermanfaat bagi
peserta sendiri dan antar peserta PKA dalam melaksanaan tugas-tugasnya
sebagai pejabat Administrator yang diberi tanggung jawab dalam
mengendalikan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan
pembangubnan yang dilakukan para pelaksana di bawahnya. Untuk mencapai
pelayanan publik yang berkualitas atau prima, maka secara berkala peserta
harus melakukan diagnosa permasalahan pelayanan publik di unit organisasi
dan merumuskan upaya-upaya perbaikannya. Tanpa kompetensi
mendiagnosa tersebut, dikhawatirkan, para pejabat administrator dapat salah
menilai kualitas pelayanan publiknya. Dia menganggap sudah baik, padahal
kebutuhan dan tuntutan untuk peningkatan kualitas pelayanan akan terus
muncul.

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kompetensi
mendiagnosa seluruh isu dalam organisasi, menentukan isu strategis unit
organisasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang menghambat
kinerja unit organisasinya dan merumuskan solusi atau upaya mengatasinya
untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Pengertian Isu strategis dalam modul ini, adalah berita atau informasi
yang sering dibicarakan namun belum jelas dan. Agar isu menjadi jelas dan
dapat disebut masalah, maka perlu dicari kebenarannya, perlu dibuktikan
dengan data/informasi yang akurat. Suatu isu disebut strategis, karena terkait
dengan dan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi tertentu. Kemudian,
isu yang sudah terbukti atau didukung dengan data/informasi yang akurat
menjadi atau disebut masalah.

Diagnosa organisasi dapat diartikan sebagai mendiagnosa atau menilai
tingkat fungsi organisasi saat ini untuk merancang intervensi perubahan yang
tepat (organizational diagnosis, involves diagnosing or assessing an
organization’s current level of functioning in order to design appropriate change
interventions) (LAN, 2014).
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Apa yang dinilai? Fungsi-fungsi organisasi atau bagian-bagian
organisasi yang dinilai untuk menemukan fungsi-fungsi mana saja yang
bermasalah sebagai acuan untuk merumuskan solusi yang tepat.

“Organisasi yang strategi, tujuan, dan operasi internalnya terus
menerus sejalan dengan tuntutan lingkungan eksternalnya untuk rangka
memaksimalkan kinerja organisasi”

Manfaat mendiagnosa organisasi :

e memahami permasalahan organisasi/unit organisasinya sehingga lebih
percaya diri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik
(continous improvement, better performance).

e mempunyai argumentasi yang kuat untuk menyakinkan para pemangku
kepentingan (stake holders) termasuk pimpinan di atasnya tentang
rencana perubahannya.

Prinsip-prinsip diagnosa organisasi :

e Berdasarkan analisa yang logis

e Menggunakan kemampuan berpikir kreatif

e Belajar dari berbagai pengalaman

e Analisa dalam batas ruang lingkup aktivitas organisasi/unit organisasi
e Memudahkan penyusunan rencana perubahan

Tacit knowledge adalah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan
pengalaman individu (individual context ) diri sendiri atau dari orang lain dan
tempatnya bekerja, yang kemudian diadopsi menjadi pengetahuannya, dan
diberikan kembali ke lingkungan (shared context).

Kriteria risiko pada pengadaan tahap perencanaan dan persiapan,
termasuk di dalamnya risiko yang terkait dengan kondisi barang/jasa atau
produk yang menjadi objek pengadaan. Risiko pada tahap pelaksanaan
pengadaan (pemilihan penyedia) termasuk di dalamnya risiko yang terkait
dengan kondisi penyedia barang/jasa sedangkan pada tahap pelaksanaan
kontrak termasuk di dalamnya risiko terkait dengan kondisi pihak pengelola
dan para pihak yang terlibat.

Tujuan mendiagnosa organisasi adalah menemukan secara tepat
permasalahan dalam organisasi termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab

terjadinya permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya.
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Permasalahan organisasi tidak hanya dirasakan oleh pimpinan dan
pegawai (internal) organisasi dan juga yang dirasakan pihak eksternal
(pandangan mitra kerja, klien, atau stakeholders lainnya). Karena itu, diagnosa
organisasi seringkali juga memerlukan pandangan dari para mitra kerja
eksternal organisasi tersebut, melalui metode wawancara atau mengirimkan

kuesioner.

Manajement Pemerintahan

Menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat kita
praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Sering kita menyampaikan kata
kata tersebut tanpa diketahui maknanya. Management berasal dari kata to
manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah,
problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur,
mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga
menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas
dan kewajiban-kewajiban secara baik. efektif dan efisien. Terry (1973)
menjelaskan “management is performance of conceiving and avhieving desired
results by means of group efforts consisting of utilizing human talent and
resources”. Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan
sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan
pasar untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Hersey dan Blanchard (1988) mengemukakan “management
is a process of working with amd through individuals and groups and other
resources to accomplish organizational goals”. Proses Mengoptimalkan
Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien bekerja sama antara individu
dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi,
selanjutmya seorang ahli manajemen yang dianggap berpengaruh, Mary Parker
Follet mendefinisikan tentang manajemen yaitu seni dalam menyelesaikan
pekerjaan melalui orang lain, rumusan ini sangat mudah untuk dipahami dan
simpel.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, jika digeneralisasi dapat dilihat
dari tiga pengertian, yaitu:

1. Manajemen sebagai proses;

2. Manajemen sebagai kolektivitas manusia,
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3. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art).

Adapun fungsi fungsi manajemen yang bersifat umum dan berlaku dalam

menajemen pemerintahan sebagai contohnya adalah menurut apa yang

diungkapkan oleh Dalton E Mc Farland, yang mengatakan bahwa fungsi

manajemen ada 3 (tiga), yang disingkat dengan akronim POCO, yaitu Planing

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Controlling (Pengawasan).

Selanjutnya Geoge Terry, mengemukakan fungsi manajemen ada 4 (empat),

disingkat dengan akronim POAC, yaitu Planning (perencanaan), Organizing

(pengorganisasian), Actuating (penggerakan), Controlling (pengawasan).

Selanjutnya akan diuraikan fungsi pokok manajemen sebagai berikut :

1.

Planning ( perencanaan )

Terdapat 3 unsur pokok kegiatan perencanaan, yaitu: 1) pengumpulan data,
2) analisis fakta dan, 3) penyusunan rencana yang konkrit

Organizing (pengorganisasian)

Sebuah organisasi terdiri dari beberapa unsur, yaitu : (1) ada kumpulan
orang orang (2) ada pembagian kerja atau spesialisasi dalam organisasi (3)
bekerjasama di mana aktivitas-aktivitas yang terpoisah dikoordinir (4) ada
tujuan bersama yang akan dicapai melalui kerjasama yang terkoordinir.
Actuating (penggerakan)

Menjelaskan dan mengkomunikasikan tujuan yang hendak di capai. (2)
Menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulus kerja bawahan. (3)
Mengajak untuk bekerja semaksimal mungkin guna mencapai standar
operasional. (4) Mengembangkan potensi guna merealisasikan
kemungkinan hasil yang maksimal.

Controlling (pengawasan)

Pengawasan sebagai proses terdiri atas tiga langkah universal, yaitu (1)
mengukur perbuatan (2) membandingkan perbuatan dengan standar yang
ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada, dan (3) memperbaiki
penyimpangan dengan tindakan pembetulan.
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Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
pendidikan;

kesehatan;

a
b

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
f.

sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
meliputi:

tenaga kerja;

pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

pangan;

pertanahan;

lingkungan hidup;

-~ ® a0 T p

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pemberdayaan masyarakat dan Desa;

= «Q

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

perhubungan;
J- komunikasi dan informatika;

k.  koperasi, usaha kecil, dan menengah;

penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;

0. persandian;

p. kebudayaan;

q.

perpustakaan; dan

=

kearsipan.

Urusan pemerintahan umum meliputi:
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka
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Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan
nasional;

d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan.

e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di
wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,
potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; pelaksanaan
semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah

dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Pembangunan Ekonomi Hijau

Ekonomi  hijau merupakan kegiatan ekonomiyang selain  dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga
diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi
masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri.
“Tujuan utama dari peraturan-peraturan ini adalah untuk menciptakan
kemudahan berbisnis tanpa mengurangi standar, keselamatan, keamanan, dan
kelestarian lingkungan,”

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total
dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan
penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam
struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk
suatu negara. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya alam (SDA)
2.  Sumber daya manusia (SDM)
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Akumulasi modal
Tenaga manajerial dan organisasi produksi
llmu pengetahuan dan teknologi

Faktor politik dan administrasi pemerintah

N o o~ w

Aspek sosial budaya.

Pembangunan ekonomi akan memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
Pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Dampak Negatif: Pemangunan ekonomi dapat mengancam habitat alam karena

pembukaan lahan untuk meningkatkan perekonomian.

Pengadaan Barang dan Jasa

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi kegiatan
identifikasi kebutuhan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, cara
pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan Barang/ Jasa dan
anggaran pengadaan. Dari sisi cara pengadaan, dibedakan antara Perencanaan
Pengadaan melalui Swakelola dan Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia.
Hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan
(RUP). Perencanaan Pengadaan menjadi masukan dalam menyusun Rencana
Kerja Anggaran K/L dan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari
APBN dilakukan bersamaan pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan.

Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD,
dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD
dengan DPRD.

Untuk barang/jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal
tahun, penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dapat
dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA K/L atau untuk APBD dapat
dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA Perangkat Daerah. Penyusunan
dan/atau perubahan perencanaan pengadaan akibat dari perubahan strategi
pencapaian target kinerja dan/atau perubahan anggaran dilakukan pada Tahun

Anggaran berjalan.
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Identifikasi kebutuhan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, meneliti,
serta mencatat data dan informasi akan kebutuhan barang/jasa yang bertujuan
untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada Renja K/L
atau Renja PD. Data dan informasi tersebut selanjutnya direviu, untuk mengulas
kekurangan, kelebihan, manfaat, bentuk fisik, harga, komponen, dan hal-hal lain
terhadap suatu barang/jasa. Identifikasi kebutuhan barang/jasa secara umum
dilakukan dengan memperhatikan :

1) Prinsip efisien dan efektif.

2) Aspek pengadaan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan)
3) Penilaian prioritas kebutuhan

4) Barang/jasa pada katalog elektronik

5) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

6) Barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai

Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk
mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat
kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga
berdasarkan prinsip dan etika pengadaan. Strategi pengadaan yang
ditetapkan diturunkan dalam bentuk pemaketan dan cara Pengadaan
Barang/Jasa. Setiap paket tersebut kemudian perlu ditetapkan cara
pengadaan, yakni cara memperoleh barang/jasa, baik yang dilakukan sendiri
(swakelola) ataupun yang disediakan oleh penyedia, termasuk dalam hal ini
adalah penjadwalan pengadaan.

1) Perumusan Strategi Pengadaan

Untuk menerapkan suatu strategi yang tepat dalam Pengadaan
Barang/Jasa, setiap K/L/PD harus mengetahui dengan tepat jenis
kebutuhan dan besaran belanja masing-masing jenis barang/jasa yang
dibutuhkan. Barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh satker dapat
dikelompokkan berdasarkan manfaat barang/jasa dalam menunjang
upaya pencapaian target kinerja instansi. Perumusan strategi dilakukan
berdasarkan beberapa kelompok/ kategori yaitu:

a. Strategi yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan kebijakan

pengadaan.
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2)

3)

4)

b.  Strategi berdasarkan proses pada tahap perencanaan.
c. Strategi berdasarkan kategori barang/jasa model Supply Positioning
Model (routine, leverage, bottleneck, dan critical).
Strategi Berdasarkan Tujuan dan Kebijakan PBJP berdasarkan tujuan dan
kebijakan tersebut dapat disusun contoh beberapa strategi PBJP.
Strategi Berdasarkan Proses Pada Tahap Perencanaan PBJP
Berdasarkan lingkup perencanaan pengadaan dapat disusun strategi
operasional PBJP
Berdasarkan Supply Positioning Model Untuk mencapai tujuan tersebut
diperlukan sebuah strategi pengadaan yang tepat dengan membagi
pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelompok pemaketan yang sesuai dengan
tujuannya. Dengan mengelompokkan dalam bentuk paket ini maka akan
diketahui jenisnya, nilainya, kompleksitasnya, risikonya, penyedianya
banyak atau terbatas, tersedianya barang substitusi atau tidak, bisakah
barang diadakan sendiri, dll. Pengelompokan barang kebutuhan tersebut
dapat dilakukan dengan analisis berdasarkan Supply Positioning Model.
Supply Positioning Model adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi kebutuhan pengadaan pada suatu satker/instansi
sehingga dapat ditentukan prioritas Pengadaan Barang/Jasa. Supply
Positioning Model (SPM) adalah suatu model yang dikembangkan oleh
Peter Kraljic untuk mengkategorikan barang dan jasa berdasarkan nilai
pembelian (Value of Purchase) dan besar kecilnya risiko (Level of Risk).
Tujuan dari pengkategorian ini adalah untuk membantu dalam membuat
skala prioritas penggunaan sumber daya dan waktu serta membantu
dalam mengembangkan strategi pasokan barang/jasa. Model ini
mempresentasikan dua sumbu, sumbu X dan Y.

Di dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, titik kritis terdapat pada

setiap tahapan proses pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai

serah terima barang/jasa, bahkan setelahnya. Titik-titik kritis tersebut harus

dikenali dan diantisipasi serta dikelola resikonya, sehingga tidak berdampak

negatif terhadap Pengadaan Barang/Jasa. Kemungkinan resiko di setiap titik

kritis harus dianalisis dari sisi kemungkinan terjadinya serta dampaknya

terhadap kinerja Pengadaan Barang/Jasa.
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Dari analisis tersebut, resiko dapat dimitigasi apakah harus dihindari,
dikurangi, dialihkan, atau dikelola agar daya rusaknya masih bisa

ditanggulangi.

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan penulis kepada
stakeholder. Diseminasi aksi perubahan bertujuan menunjukkan aksi perubahan
yang sedang atau telah dilakukan untuk mendapatkan respons dari stakeholder.
Adapun diseminasi aksi perubahan ini dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Penerapan Stategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang diterapkan dalam penyusunan aksi perubahan ini

ialah dengan melaksanakan rapat-rapat internal di lingkungan Dinas Sosial

Provinsi Kepulauan Riau untuk mengetahui respons dan menggali

informasi sebanyak-banyaknya dari stakeholder internal.

a. Pelaksanaan Rapat Persiapan Internal Dinas Sosial Provinsi
Kepulauan Riau Aksi Perubahan Aksi Perubahan Upaya
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan
Pendayagunaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Kepulauan Riau

(Gerdam Kepri).

Gambar 3. Rapat Persiapan Internal Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
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b. Rapat Melaksanakan pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan
Aksi Perubahan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program

Gerakan Pendayagunaan Masyarakat Dan Dunia Usaha

Kepulauan Riau (Gerdam Kepri).

Gambar 4. Rapat Melaksanakan pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan

Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan Penerapan Aksi Perubahan
berjudul Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan
Pendayagunaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Kepulauan Riau
(GERDAM KEPRI).

Testimoni

Program GERDAM Kepr sangat dibutuhkan
sebab dapat mendorong golongan mampu
untuk secara kolaborat! membantu masyarakat|
kurang mampu.

Drs. Eko Sumbaryadi 19631117 199103 1013

Aksi perubahan inl inovatif karena dapat
Hj. Hanizar,Spd.Ind 19670630 198803 2 007 ' meningkatkan partispas: masyarakat dalam

upaya penangguiangan lam:sma% 5

Saya sangat berterimakash karena telah ada
inovasi GERDAM Kepri,jika program ini
dilaksanakan secara berkelanyutan, akan dapat
memulitkan fungsi sosial PMKS di Bidang
Rehabilasi Sosial khususnya dan Masyarakat
kurang mampu di Kepulauan Riau umumnya.

Hj.Siti Maryam S.Sos 19650808 198603 2 024

‘GERDAM Kepri merupakan bentuk kepedulian
kita terhadap kebutuhan dasar masyarakat
miskin dengan mengesampingkan APBD, oleh
karena itu sebagai Kabid Penanganan Fakir
Miskin, saya sangat mendukung program ini

Kabid. Penanganan Fakir
Migkin

DR. Iwanto, S.Pd., M.Si 19720310 199303 1009

Inovasi perubahan yang ditawarkan oleh

Sekretaris Dinas Sosial sangat membantu

Deka Harmadya Sandi , S.STP., MTr.LP 19860224 200602 1001 > dalam fungsi

sosial. Semoga program ini berhasil dan
berkesnambungan

saya sangat mengapresiasi program i, saya
dengan adanya GERDAM Kepr, fungsi
kelombagaan di Provinsi Kepuiauan Riau dapat
dirasakanoleh kalangan menengah bawah.

Hi. Ellya Yusma, S.Sos, MPH 19660116 198604 2 003

Gambar 5. Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan
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Kasi. Pengeloiaan Data Kami sangat mendukung program GERDAM
Torpac Kesojahteraan Sosal /| Kepri, kami siap berpartisipas datam hat”
Pokorja Sosial Ak Muda | penyediaan data kemiskinan yang up idate

Dinas Sosial Provinsi

Hj woyah Se ] M 1 " 1
i Dawsyah Siregar. SKM.. MKM. S0 TN 08 Kepulauan Riau

Program ini sangat inovatif. Menjawab semua
Kasi. Pemberdayaan keluh kesah piar-piar sosial terkak
Perorangan dan Keluarga / | keterbatasan anggaran yang mengakibatkan
Penyuluh Sosial Ahli Muda | terbatasnya jagkauan bantuan pemenuhan
kebutuhan dasar di Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Sosial Provinsi

Mohammad Nafis Kurtubi, S.H. 19760708 201101 1002 Kepuauan Riau

Saya sebagai Kasi kepahiawan merasa
bangga, karena dengan ada program i,
secara tidak langsung masyarakat dapat
berperan menjadi pahiawan sosial dalam
membartu masyarakat miskin.

Kasi. Kepahiawanan
Dinas Sosal Provinsi | Keperntisan , Kesetiakawanan

Kepuauan Riau | dan restorasi Sosial / Penyuuh
Sosial Ahli Muda

Wan Risma Yeni Yastka, SE 19860108 201001 2024

Selama ni bantuan pengembangan skonor
produktil kita targetkan dalam jumiah keci
karena keterbatasan APBD, semoga GERDAM|
Kepri capat memperiuas target pembenan
bantuan usaha ekonom: produktif & Provins:
Kepulauan Riau.

Kasi. Bartuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat / Pekerja
Sosial Ahi Muda

Dinas Sosial Provinsi

Fathatiah SE 19741108 200502 1003 Kiuaan i

Saya sanga senang dan mendukung secara
penuh aksi perubahan ini karena akan
memberikan dampak postif bagi keluarga yang
membutufkan batuan.

Kasi Bantuan Sosial
19780401 201001 2 006 Kesejarteraan Kekarga
Pekerja Sosial Ani Musa

Dalam hal perencanaan, tidak dapat difungkii
bahwa kita menargetian bantuan dalam skala
keci karena keterbatasan anggaran. inovasi
yang diberikan oleh Ibu Sekdis ini sangat
membantu memperiuas target penerima
bantuan tanpa harus bergantung pada APBD.

Perencana Ahli Muda/Sub
Koordinator Perencanaan dan
Evaluasi

Dinas Sosial Provinsi

18790412 201101 1 004
ol Kepuauan Riau

Program GERDAM Kepri Sangat Bagus untuk
pemerintah daerah bagi masyarakat yang
kurang mampu

Dinas Sosial Provinsi

Muhammad Saiman Al Farisi, S STP 19930816 201507 1 002 % psiy

Gambar 6. Pernyataan Dukungan Aksi Perubahan

d. Rapat Pembahasan koordinasi internal penyusunan rancangan Pergub
Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan
Pendayagunaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Kepulauan Riau

(Gerdam Kepri).

Gambar 7. Rapat Pembahasan koordinasi internal penyusunan rancangan

Pergub Upaya Pengentasan Kemiskinan
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e. Rapat Konsultasi dengan Mentor Bapak Drs. Eko Sumbaryadi terkait

Penerapan Program Aksi Perubahan Program GERDAM Kepiri.

Gambar 8. Rapat Konsultasi dengan Mentor Bapak Drs. Eko Sumbaryadi

f. Rapat Internal Kantor penyusunan rancangan SOP Mekanisme GERDAM

Kepri.

Gambar 9. Rapat Internal Kantor penyusunan rancangan SOP
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2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan.

Inovasi adalah suatu gagasan atau metode atau obyek yang dianggap
baru. Menurut keterangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian
inovatif adalah sebuah hal yang bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru
atau bersifaat pembaruan (kreasi baru). Inovasi sangat dibutuhkan oleh
masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
keluarganya.

Difusi inovasi adalah suatu proses mengkomunikasikan inovasi melalui
saluran-saluran tertentu pada saat tertentu di antara anggota-anggota suatu
sistem sosial yang mencakup teknologi, produk baru dan ide-ide baru.
Sedangkan Adopsi adalah suatu keputusan untuk menerapkan suatu inovasi
dan untuk keberlanjutannnya.

Adopsi merupakan kecepatan relatif suatu inovasi yang diadopsi oleh
anggota dalam kelompok suatu sistem sosial. Adopsi biasanya diukur dengan
lamanya waktu yang dibutuhkan untuk persentase tertentu dari anggota dalam
kelompok suatu sistem untuk mengadopsi suatu inovasi melalui berbagai
tahapan-tahapan.

Setelah mengetahui berbagai macam inovasi dan informasi, mengenai
varietas unggul baru, pemerintah memiliki sikap tertarik dan terdapat berbagai
alasan berdasarkan pengalaman, harga varietas unggul baru, mudah tidaknya
dalam proses GERDAM KEPRI.

Kreatvfitas yang diciptakan harus dapat menjawab permasalahan-
permasalahan yang dihadapi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang
terkait dengan pelaksanaan aksi perubahan sehingga terwujud program
GERDAM KEPRI.

Melalui Program ini diharapkan tumbuh inovasi dan kreativitas oleh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan aksi perubahan program

GERDAM KEPRI dalam rangka pemanfaatan pemerintah yang lebih optimal.
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Gambar 10. Foto Bersama Bapak Gubernur Kepulauan Riau

F. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan
belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui
bakat atau pun usaha belajar dan kerja keras sehingga potensi dapat
ditunjukkan melalui aksi. Setiap individu memiliki potensi diri. Namun, tidak
semuanya dapat menggunakan potensi diri dengan baik. Potensi diri dapat
digunakan dengan baik ketika individu mampu mengembangkan potensi
dirinya.

Mengenali diri adalah salah satu hal utama yang harus dilakukan dalam
hidup. Individu yang mengenali dirinya akan menemukan kekurangan dan
kelebihannya. Mengenali kekurangan dan kelebihan penting untuk mengelola
potensi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Untuk mengembangkan

potensi juga diperlukan motivasi diri yang kuat karena pengembangan potensi
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diri merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap karena tidak

ada individu yang langsung ahli dalam segala hal yang dikerjakannya. Semua

dicapai melalui proses yang kadang cukup panjang.

Pengembangan Mandiri

1.

Dengan pengembangan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan minat
dan ukuran kapasitas diri yang relevan dengan target yang ingin dicapai
membuat kita dapat melaksanakan pekerjaan semaksimal mungkin
sehingga hasil yang dicapai memuaskan.

Referensi pendukung yang banyak diperoleh dalam pengembangan
potensi diri yang selaras dengan minat dan kebutuhan organisasi
membuat kita dapat meningkatkan kemampuan mengelola kompetensi
orang lain di lingkup unit yang dipimpin sehingga dapat mengembangkan
kapasitas bawahan yang kita pimpin dan membuat mereka lebih baik
dalam segala hal dibandingkan sebelumnya.

Pengembangan potensi mampu mengasah kemampuan individu
mengelola tugas atau target unit yang dipimpin dalam rangka
meningkatkan sensitivitas peluang pengembangan
kompetensi/pemberdayaan bawahan sehingga dapat menggali
kemampuan bawahan yang dapat meningkatkan kinerja unit kerja

organisasi.

Pengembangan Melalui Penugasan

1.

Penugasan sebagai ketua tim satuan tugas tertentu yang terdiri atas
berbagai karakter anggota dengan target jangka pendek sehingga
mengasah kemampuan individu untuk membagi tugas sesuai kompetensi
yang dimiliki anggota yang dapat menimgkatkan kinerja organisasi dan
waktu pelaksanakaan kegiatan menjadi lebih efisien.

Upaya pengembangan diri melalui penugasan pada kompetensi yang
linear dengan minat karirnya sehingga pengembangan diri menjadi lebih
maksimal dan dapat meningkatkan kemampuan individu.

Adanya reward dan punishment pada penugasan spesifik dalam membuat

tata kelola kerja/penugasan bawahan dapat mengasah penghargaan
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terhadap kompetensi sehingga bawahan dapat berkompetesi secara

sehat dan meningkatkan kompetensi masing-masing yang dapat

menjadikan mereka lebih baik lagi. Manfaat pengembangan potensi diri

untuk pemimpin:

1. Bisa digunakan sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian masalah.
2. Guna mengembangkan inovasi dan kreatifitas agar kepemimpinan

dapat dilaksanakan secara efektif.

Pengukuran Potensi Diri:

1.
2.

Pandangan Realistik dan Obyektif seseorang tentang dirinya sendiri
Merupakan usaha-usaha untuk memperluas dan memperdalam
kesadaran mengenai berbagai aspek, kecenderungan dan kekhususan
diri sendiri yang sudah teraktualisasi maupun yang masih merupakan
potensi. (Pengenalan dan Pengembangan Potensi diri, Dharmayanti
Utoyo Lubis, Phd.Psi).

Identifikasi Potensi Diri :

H wn

© © N o v

Kemampuan menggunakan fakta dasar

Pengetahuan profesional yang relevan

Kepekaan yang kontinyu terhadap suatu peristiwa

Keterampilan analitis, pemecahan masalah, pembuatan keputusan-
keputusan , penilaian

Daya tahan emosi

Proaktif- kecenderungan menanggapi peristiwva degan maksud tertentu
Kreatifitas

Kecerdasan mental

Keterampilan dan kebiasaan belajar yang seimbang

10. Pengenalan diri

Tujuan dari pengembangan diri pastinya adalah membuat seseorang

menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Saat kamu menjadi versi

terbaik dirimu, kamu akan merasakan beragam perubahan positif dalam

kehidupan secara profesional maupun personal.
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Manfaat pengembang diri adalah kita akan lebih mudah membuat target
dan  keputusan-keputusan yang ingin kita capai di dalam
hidup. Pengembangan diri membuat kita lebih fokus dalam menjalani hidup.
Rasa yang terarah akan membimbing kita pada tujuan yang diinginkan.

Mampu mengembangkan potensi diri merupakan dambaan setiap
individu. Mampukah seseorang mengembangkan potensi dirinya secara
efektif? Itu bergantung pada motivasi diri, karena pengembangan potensi diri
merupakan suatu proses yang sistematis dan bertahap. Tahapan
pengembangan potensi diri tersebut antara lain melalui pengenalan dan
pengukuran potensi diri, menentukan konsep diri, mengenal hambatan-
hambatan serta aktualisasi diri.

Secara umum potensi diri dibedakan menjadi 5 macam, yaitu;

1. Potensi fisik, merupakan potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan
sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka memenuhi
kebutuhan hidup.

2. Potensi Mental Intelektual, merupakan potensi kecerdasan yang ada
pada otak manusia terutama otak kiri, yang berfungsi untuk
merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis.

3. Potensi Sosial Emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada
pada otak terutama otak sebelah kanan, yang berfungsi untuk
mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi dan kesadaran
diri.

4. Potensi Mental Spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu
pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar
atau kearifan diluar ego, kecerdasan ini berhubungan dengan keimanan
dan akhlak mulia.

5. Potensi Daya Juang, merupakan potensi kecerdasan manusia yang
bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan
keuletan, ketangguhan dan daya juang, melalui potensi ini seseorang

mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi peluang.

Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tidak akan berhasil mencapai
tujuan tanpa memiliki kemampuan mengimplementasikan pengembangan

potensi diri dalam kepemimpinannya.
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Peran kepemimpinan yaitu peran pemimpin sebagai penentu arah, agen
perubahan serta juru bicara dan pelatih. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah
gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Hubungan kedua aspek
ini dapat dilihat pada perilaku pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin
melaksanakan peran kepemimpinan dengan menggunakan gaya kepemimpinan.
Beberapa Kompetensi yang mempresentasikan sikap dan perilaku
kepemimpinan, yaitu :

1. Integritas
Seorang pemimpin harus bisa membangun sebuah hubungan dengan
anggotanya yang dilandasi dengan rasa saling percaya satu sama lain.
Pemimpin yang baik harus selaras antara apa yang diucapkan dan dilakukan.
Dengan demikian, akan timbul rasa percaya yang tinggi dari anggota
terhadap pemimpinnya. Beberapa aspek dan indikator dari integritas dapat
dilihat dari:
o Tanggung jawab
o Komitmen
. Kedisplinan
o Kejujuran
o Konsistensi
o Pengambilan Keputusan

. Dilematis

Gambar 11. Foto Bersama Tim Mendukung Aksi Perubahan
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Kerjasama

Pemimpin hendaknya seseorang yang mudah bersosialisasi,
berkomunikasi, dan jarang bersikap diam. Pemimpin harus menunjukkan
energi yang positif terhadap anggotanya. Dengan begitu, hubungan
antara pemimpin dan anggota akan terjalin dengan baik dan berdampak
baik terhadap jalannya organisasi. Kerjasama adalah Kemampuan
menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efekiif,
memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan
mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis
organisasi. Beberapa aspek dan indikator dari kerjasama dapat dilihat
dari :

. Kerjasama Internal

o Kerjasama Eksternal

o Komunikasi

. Fleksibilitas

° Komitmen dalam Tim

Gambar 12. Foto Bersama Staf Dinas Sosial
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Mengelola Perubahan

Pemimpin adalah motor penggerak yang harus dapat mengarahkan
anggotanya untuk mencapai tujuan. Pemimpin harus bersikap ambisius
dalam mencapai tujuannya. Mereka bukan tipe orang yang mudah
menyerah dalam melakukan tugasnya dan selalu memperlihatkan inisiatif
untuk melakukan suatu perubahan, memimpin usaha perubahan,
mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil
diimplementasikan secara efektif. Beberapa aspek dan indikator dari
mengelola perubahan dapat dilihat dari :

o Orientasi Pelayanan

. Adaptabilitas

o Pengembangan diri dan orang lain

. Orientasi pada hasil

Gambar 13. Foto Menjelaskan terkait PERGUB GERDAM KEPRI
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1.

LAMPIRAN
(EVIDENCE)

Dokumentasi koordinasi dan konsultasi dengan Mentor

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL

Jalan Sultan Masyur Syah Pulau Dompak
Email : sekret nsos.kepri@gmail.com

TANJUNGPINANG

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EKO SUMBARYADI

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Kerja/instansi : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap Aksi Perubahan yang dilakukan oleh
Yeni Ardianti, S.Si, selaku Sekretaris pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
dengan judul “Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan
Pendayagunaan Mayarakat dan Dunia Usana (GERDAM KEPRI)”, yang digagas
dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan Il Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

Saya mengapresiasi pelaksanaan aksi perubahan ini akan membantu implementasinya
ke depan, khususnya dalam hal dukungan kerjasama dalam program dan kegiatan
Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan Pendayagunaan
Mayarakat dan Dunia Usana (GERDAM KEPRI).

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

,

Tanjungpinang, /

PALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEW'JLA AN.RIAU

;\\\

(Drs. EKO SUMBARYADI)

—
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2. Dokumentasi Breafing dengan unit kerja/staf membangun

komitmen aksi perubahan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL

Jalan Sulten Mansyur Syt

Emall : cekrezaizr dinsos kepriamal.com
TANJUNGPINANG

Tunjungpinang, {17 September 2022
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SK TIM EKEFTIF AKSI PERUBAHAN

PEMERINTAH PROVINST KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL

delad Sultan Mouwug . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Emall. ackictanaLdinsos - Pemhinaan dan Pengawasan Penyclenggs: Pemerintahan
TANJUNGPINANG Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambakan Lembaran Negara Republik Indoncsia
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Nomor 6011);
NOMOR 991/KPTS-9/1X/2022

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan T Kerja  Kementerian Dalam

TENTANG e
legeri{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
564), schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
I KERJA ARSI PERUBASAN UPAYA FENGETASNN KEMUSKIBAN WELALUI e
KE UAH RIAU (G RI) PADA DINAS SO! WVINSI 018 lentung babun Kedua atas Pem'umu Menteri

"
ot Negort e 43 TH 2015 tentang Organizasi dan
FULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022 Tata Kerja terian Dalam  Negeri (B Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Komor 260}

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
i Pamurd el il egen, ek B4 el n7
bshwa dalam rangks meningkstkan kuslicas dalam ang Organiaaal dan Tala Kerja Unit Pelaksana Tekos di
penyusunan  Aksi Perubahan  pada  penyelenggaraan b gkungan Hadar Pengemiingan Sumber Daya, Manusia
Pelatihan Kepemimpinan Adminiatrator bagi pescria PKA Kementerian D Negeri 2 Repubiik
Anghalan Il Dadan Pengembungan Sumber Daya Manusia Indonesia Tahun 2017 Namar 1302)
Kementerian Dalam Negeri dari Dinas Sasial Provins
Kepulauar. Riau Tabun Anggaran 2022, dipandang periu Peraturan Lembaga Administrusi Negara Nomor 16 Tabun
membentuk Tie Kerja Aksi Perubahan, 2019 teatang Pelatihun Kepemimpinan Administrator [Lerita
Negara Repunlk Indanesia Tamun 2019 Nomor 1091
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perfu menctapkan Keputusan Gubernur
Kepulauar, Riau tentang Tim Kerja Aksi Perububan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam
Negeri;

Peraruran Kepala Lembaga Administrasi N Nomor
0 019 tentang Pedoman Peny
Pelatihan Kepemimpinan Administrator;

Keputusan Kepala Lem Administrasi N
1008/ 2019 ang  Korikulum  Pelacihan
Krprmunm n Admmmram ;

Undung Undung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apuratur
Sipil Negara {Lembar Negara Republik Indonesia Tabun
2019 Nomor 6 Tambaban Lembaran Negara Republik
Tndonesia Namor 5494]; MEMUTUSKAN :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemcrintshan Decrah (Lembarsn Negara Repubi

Tahun 2014 Nomor 244, Tambuhan Lemburan
Republik Indonesin Nomor 5587), sebagaimana Kontilauion R .
bebwripit kil ity deogan Undasie Urdaie. o 9 vipsl Bopviaion. Rl L Sueuy et
Tahun 2015 tentang Perub Kedua Atas Undang scbagaimana tercantum dalam lampiran yeag ’"‘“‘P‘“““‘»

Membentuk Tim Kerja A Perubabsn pada Dmas Sosial
des

S bty Mgt o e bagian tidak terpisahikan dari Keputusan ini.
Dacrah [Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 S

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia. : Tim Kega Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada
Nomor 5679]; Diktum KESATU dicbutkan dalam Lampiran Keputusan ini

Peraturan Peerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang Tim Kerja Aksi Perubahan schagaimana dimsksud pada
meuu KESATU mempunyai s sebagai berikat
2017 Namar 6037) 4 n peran, migas dan tanggung jawah masing-
hir dengan Peraturan Pemeri masing unggolu L
20 tentang Perubahan Atas Peratu: ntah Menjclaskan mckaniame kerja;

Nomor 11 Tshun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Melakuksin koordinusi dengin, stakeholders teckail buik
Sipil [Lembaran Negara Republik Indoncsia Tehun 2020
Nomor 68, Tambahun Lemburan Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

internal maupun ckstenal;
Menjelaskun sistem komunikasi antur anggota tim:

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor  : 991/KPIS-9/1X/2022
Tanggal : 9 September 2022

AZAKARIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM GERAKAN PENDAYAGUNAAN MASYARAKAT .| FANNI OKAN PERDANA, SE
DAN DUNIA USAHA KEPULAUAN RIAU (GERDAM KEPRI) PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAITUN ANGGARAN 2022

Mendesain grafik kurva $ sesual dengan data yang telah
terkumpul dari masing-masing Pusat/Bidang Terkait;
Menyusun laporun implementasi Aksi Perububan
Melakukan Publ entasi sehiruh tahapan
kegiatun Tim Kerje
Menyampaikan lap la, sewakniwakn:  dan
bulanan/lahunan pelaksannan aksi perubaben kepuda
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sclaku Pembina Tim Kerja Aksi Perubahan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam
Negeri;

KEEMPAT Dalam mclsksanakan tugasnya, Tim Kerja Aksi Perubshan
sebagaimana  dimaksud  pada  diktus KESATU

crtanggungiawab kepads Gubernur Kepulausn Riau melstui

Kepala Dinus Sosial Provinsi Kepulavan Riau.;

KELIMA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan  spabila  dikemudian  hari tern:
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpins

NIP. 10631117 199101 1013

Kepuuwsan ini disampikin kepada Yth
Gubermur Kepulowan Riaw di Tanungpinar
wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang:
Sckretaris Dacrah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpi nang;
Inspektur Daerab pmmm. Kepulauan Rinu di Tanjungpine
Kepala Badan Keu o dan Aser Daerah Provinal Kepalaan
Riau di hllumxgpn g
Kepala Biro Hukum Sckretariat Dacrah Pravinsi Kepulauan
Riau di Tanjungpinang

Keputusan ini disampaiken kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Auditor Madya Anggota
Inspektur Dacrah
Provinsi Kepulausn
Riau

Auditor Muda Anggota
Inspeklur Daerah
Provinsi

Kepulauan Riau

[NO)] NAMA JABATAN KEDUDUKAN DIANA NOVIANTARI, SHL MIT
DALAM TIM
Drs. EKO SUMBARYADI Kepala Dinas Sosial | Pembina

Provinsi Kepulauan

Riau

YENI ARDIANTI, S.Si | Sekretaris Dinas

Analls [lukum ABL | Anggota
Muda Sub
Koordinaror
Penyusunan
Produk Hukum

Pengaturan

Sosial Provinsi
Kepulauan Riau
DEKA HARMADYA SANDI , S.STP., M.Tr.LP|  Kapala Bidang Sekretaris
Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan Riau
DR. IRWANTO, S.Pd_, M.Si Kepala Bidang Anggota

Penangunan Fakir
Miskin Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan

Riau
TBNU HUSEIN, ST Perencana ARl Anggola
Muda /Sub

Koordinator

Perencanaan dan
Evaluasi Dinas
Sosial Provinsi

Kepulauan Riau

MUIAMMAD SALMAN AL FARISL, S.STP | Kasubba Anggota
dan Kepegawaian

Dinas Sosial Provinsi

Kepulauan Riau

72




4. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Badan Pengembangan

Sumber Daya Provinsi Kepulauan Riau

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Ria il
u Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung D Lantai 1) Pulau Dompak
Website : bpsdm kepriprov.go.id Email : bpsdm@kepriprov.go.id

TANJUNGPINANG Kode Pos 29124

Tanjungpinang, Z0 September 2022

Kepada
N?I’T\Of : 893/ 210 /BPSDM.4/1X/2022 Yth.Kepala Dinas  Sosial Provinsi
Sifat : Biasa Kepulauan Riau
Lampiran : - di
i

Perihal :  Dukungan Aksi Perubahan PKA
TANJUNGPINANG

460/333/DINSOS/2022
bersama ini kami

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor :
Tanggal 14 September 2022 Perihal Permohonan Dukungan,
kan dt Aksi Proyek Perubahan yang dilakukan oleh YENI
elalui Program

Y
ARDIANTI, S.Si dengan Judul “Upaya Pengentasan Kemiskinan M
Pend: inaan yarakat Dunia Usaha (GERDAM KEPRYI) yang

(PKA) di Badan

digagas dalam rangka F il P
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Demiki; i i untuk dapat dig

KEPALA BADAN PENG EMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
FROVINBLKEPULAUAN RIAU,

2 T)WL_/

e Bldma Madya (IV/d)
1 19661125 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth : X ;
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang gsebagal Iaporgn), .
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di TanjungplpangA(seba‘gan laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang (sebagai laporan).
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL

Jalan Sultan Mansyur Syah
Email : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

Nomor

Tanjungpinang, 20 September 2022
 005/412/DINS08/2022 Kepada
- Peatis Yib, 1. Kepala Bidang Pembesdayaan Sosial
2. Kepvla Bidang Penancanan Fakir Miskin

5. StafSebetiat, PFM dan Dy
di-
Tomgit

Dengan ini disampaikan baha Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Rizu
akan melaksanakan Rapat Penvusupan Rancangan Alur Proses SOP Aksi
Dembahan “Upsya Deogentavn Kemiskivan Melalni Program  Gerakan
Pendayaguaag, Masyarakat dan Dunia Uszha Kgpulaag Riav (GERDAM
Kepri)". Adapun rapat tegsebut akan dilaksanakan pada:

Hari'Tangeal, : Rabu/ 21 September 2022

Tempat: Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulaan Riau.

Wakdu - 10.00 WIB 3 Selesai

Sehubungan deagan bal tersebut di harapkan Kepada BapakTou untuk dapat
hadir pada rapat tersebut_

Wi

AR
K\-“ﬂ ERONMINAS SOSIAL
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NOTULENRAPAT

: Rapat Penwsnan Rancanean Aur Poses SOP “Tinaia Pengentasan Kemiskioan
Mo Program Gerekan Penayaguoaan Masyarakat dan Dunia Usaba
Keaplauan Riau (GERDAM Ky

: Rabu /21 Septentber 2022

- 10008

- Bepela Dinas Sosial Provinsi Kepulasan Riao

: Keala Dinas Sosial Pyvinsi Keawlanan Riav, Kspela Bidens Penanaanan Fakir
Mk, Kigal Bidwg Penldavan Soval_Sub oo Bide
P o, St g g G

Has Rt e S B

1 Rat i ol epla D S i Replaan Rz

2 Dl i P Dot ko o g g o
dontor gersenransan dan dunia gha

3. ol mesisms pepevmanln deva o pars donetorperseranesy

4. Membshes Mekenime vl bensuan bl sssersh




6. Rapat Koordinasi Internal Penyusunan Rancangan Pergub GERDAM
KEPRI

N A

S --:ssvnhwﬁ
e s R 8 4 A
SV Y
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL

Jalan Sultan Mansyur Syah
Email : sekretariat.dinsos.kepri@amail.com
TANJUNGPINANG

Tanupzpinzuz, 22 September 2022

:005/429/DINS0S/2022
: Benting

Kepada

Yt 1. Kepala Bidang Pewbexdayaan Sosial
:- 2. Bidang Panangayan Fakir Miskin
: Undangan Rapat, 3. Sub jwator Bidane Damberdayam

Sosial
4. Sub Koordinator Bidag Penanganan,

Fakir Miskm
3. Kepala Sub Bagian Upunn & Kepezawaian
6. Kepala Sub Bagian Keuagan

di-

Tewpat

Devgan ini disampatkan balwa Kepala Dinas Sosial Preyine Kepulaan Riau
sk lakssnakan Bapat B 8 Basaturan Gubermux Kspulausn
Riau Upaya, P Kemiskinan Malalyi, Program Gerakan Pend
Masyarakat dan Dunia Uszha Kepulayan Riau (GERDAM Kepri). Adapun rapat
tersghut dan dilaksanakan pada-:

HariTanzzal : Jwwat/ 23 September 2022

Tempat—: Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Rizu

Waktu : 10.00 WIB 5.4 Selesai

Sehubungan dengan bal tersehut di harapkan Kepada Bapak Tou untuk dapat

19631117 199103 1013

NOTULEN RAPAT

: Bapat Penyuswwan Baucangay Reratwray Gubemus Kepulayzn Riau tantang Upaya
2 Kemiskipan Melalui Program Gerakan P Masyarak
Dan Dunia Usaha Kepulayan Riau (GERDAM Kepg)

- Duuat/ 23 September 2022

: 10.00WIB

- Kepala Dinas Sosial Brsyinsd Kepulavan Rizu

- Kepala Bidang, Penangavan Fakir Mickin, Kepala Bidang Bawberdayaan Sosial-_
Sub Boordivator Bidans. Pewbed Sosial, Sub Koordinator Bidas.
Penangapan Fakir Miskin, Kesbhag, Unwy dan Kepesawaian—, Kasubkas,
Kevaugan, Dexsocana Abli Muda, dan Staf

Hasil Rapat ddslah Sebagai Bebut:

1. Rapatdi pirapinoleh Kapala Dinas Sosial Prayinsi Kepulaay Rizu

2. Menjelaskan terkait maksud, Belak GERDAM epti upbik mandoseng dan memicilivach
WmasraTakarblas menevgal dan l2las atassens dunia usaka pptuk sesars Golaboratimamianiu,

3. Benislarsm Ruang ingkup GERDAM Beptirleh mRryedinkan 1odsb yang legal bagh masyacaas
belas manspesb. dan belas atar, sexa dunia usaka wptul menyelurkan BaGIAR, GeRAAR

REey SR o4

4. Dalas Penysunan Rancangan Pexgub GERDAM Kspo. mepunta mazing - masing bidag wambsrikan
masukan-sesyal dengan tugas Dokok dan fimgs tariait balohal vang bavs di tatapkan dalam rangeangan
‘pexaub GERDAM Kepg.

5. Bepala Bidans Broanganan Fakir Mickin menyiankan data caloo.penesima manfeas dan bogser
Betita Acara Serah Texima Data wotuk dire0dsungaps Bersams.

6. Eepala Bidans Palir Miskin data caloy, BeReRma, BARIIER Kenada
Selrasaciat Tim GERDAM apsi,

7. Selkasaciot, Tim GERDAM Bopthmangoiak data calon panerims, maniaas be delpm format yang
I2bis sederbone.

Konsultansi dengan Mentor, Kepala Dinas Sosial Bpk. Drs. Eko Sumbaryadi
terkait draf rancangan Pergum GERDAM KEPRI
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8. Penyusunan rancangan Final Pergub GERDAM KEPRI

77



Koordinasi dan Konsultansi dengan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
terkait rancangan Peraturan Pergub

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Pusal Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C1 Lantal 2 dan 3) Pulau Dompak - Tanjungpinang
e-Mail : inspekiorat@kepriprov.go.id Telephone: 0771-4575019 Kode Pos : 20124

Tanjungpinang, 28 September 2022

Kepada

Nomor 8 AMe-Vit-Prov.Kepri.01/2022 Kepala Dinas Sosial

Sifat
Lampiran

Perihal

Penting

1 (satu) berkas
Nama-nama Auditor  Sebagai

Provinsi Kepulauan Riau
di-
Tempat

Pendukung Dalam Aksi
Perubahan Yang Dilakukan oleh
YEN! ARDIANTI,S.Si

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 460/335/DINSOS/2022
tanggal 15 September 2022 Perihal Permohonan Dukungan dalam rangka
Aksi Perubahan yang Dilakukan oleh YENI ARDIANTI,S.Si dengan judul
“Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gerakan
Pendayagunaan Masyarakat Dunia Usia (GERDAM Kepri)” pada
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022

Bersama surat ini kami sampaikan Nama-nama Auditor yang
dimaksud sebagal berikut

1. Nama Azakaria
Nip 19710219 200604 1 003
Jabatan Auditor Madya

Nama Fanni Okan Perdana
Nip 19851008 200904 1 001
Jabatan : Auditor Muda

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
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10. Koordinasi dan Konsultansi dengan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau

terkait rancangan Peraturan Pergub

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAT
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandor Seni Kota Pieing
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Doeny, Celak Pulau Dompak

TANJUNGPINANG
KODE FOS : 29124

BERITA ACARA
Nomor: 31 /BA/BHUKUM/X/2022

Tada hari ini selasa tanggal empart bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua.
vang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama : Kuntum Purnomo, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sckretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut Pihak Kesalu

Nama : Drs. Eko Sumbaryadi
Jabatan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebur Pihak Kedua

Dengan ini Pihak Kesatu telah melakukan proses Legal Drafting terhadap
Raneangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan
Pendayagunaan Masyarakal dan Dunia Usaha Kepulauan Riau yang
diprakarsai olch Pihak Kedua serra telah dilakukan pembahasan /harmonisasi
bersama dengan Tim Pembahasan di Lingkungan Pemerintuh Provinsi

Kepulauan Riau.

)
Dendikian Berita Acara ini dibual untuk dipergunakan schagaimana

Drs. EKO SUMBARYADI KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya Pembina Tk. |
NIP. 196311171991031013 NIP. 196603281997031004
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11. Pembuatan Website Program Gerdam Kepri

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM
'DAN DUNIA USAHA KEPULAUAN RIAU (GERDAD KEPRI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang « sermisaiahan dalam penenggulsngEn
R -

peacnggzlangan keevskinen o Urovlas) Ke
pestu melbacken masparakat kelss o

stas seta dunia wseka uank besperan sors dslam

membanty massaraket UTRRE TATPU,

hibun Geraln Pere ralct dan T
Jeihi: Kesyaliwsr. R \nmnm ke
dAkan unluk men
Kelis renenph dan kelas slas serta d

i nembanty masy

e Kepuleuen Riau teo
Usnun Beleksaagn Gerekaa Benés
d&n Dunia Usara Kegulaan Risu [GERDA Keprif

e Kemar 2006
al Lenalissar Negare Repoblix ldonesia

% 12, Tarbaran Lembasar Negara

Republik Inconesia Nomar 4967)

M__DoNATIONS ﬁ f;

Gerdam
Kepulauon Riau

2001 ey
Negara Reutik
aeren

taan 2
enesis Tahur, 2014 Yomor 244, Tambalian 1
s Repubk Ldanes.a Vo S5
ekhir dengan Undang-Undsng
tentes
Resnuiil
et

P, P » N S il il i
o osiel Lenbasen Negata
bl Taniein i 1 R 5, Tt

Lerrtamsn Negaa Regiblis Indanesa Nornor 2041

MEMUTUSEAN :

PED’«‘-!‘.N UMUM PELAKSARAAN GERAKAN PENDAYAGLY,
ARAEAT DAR DUNIA USAHA KERUTAUAN RIAL (GRRDAN

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
st i, ksl e
uan Risu
:r adelsk: Gubsraur Kep:leusn Riau
Sosicl i Sasicl Provint Kepulauan R

Dk Tecpandy Kese e
ikeluarkar uleh Keoner lerian

sosial, chan
ciladoncs.a
Besyereka: Kureng Msmpu adslsh rdivid:-iadvid
Durin Usaka aéaian organisas: yarg bergersk d: biéang dustr aren nm‘un
st seri P Usitra W Kegaa, Tidan Ui Wik Deersh, serts,
s banwan et aringya yang pesdul dan eepartsizest e prelenpgarain
Kestaiesaan sas.s sebga. wejud tanggung jawab sosiel
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BAB It
MAKSUD DAN TCJUAR

Pasel2
{1} GRRDAM Teors cirmcicudkan etk merdorang der, rwertius ot wasTeraer: krias
meremgrh de keas atas secta duva useba untck s koisborecd mewsent
s arang Taop:
G
loiepok sasacan 3
gan masyazekat iechadep oot d peaciots.

RUANG LINGKUP
Pasal 3
Rusag Sogup GERDAN Reoe: ilah menyedisken wada ang legel bag masyeraics: keles

eaeage} dan beias s serta dunia s uphulk T yalirkan banto trpaca messarakat
“rang e yemg P sasiTan dekin peangier beriskon

BABTV.
PELAKSATA
Pasal4
1] Pelskees pregzan G2KDA Kepr: islel: Uinss Sesicl palebui Seksetse T CESDAM
Kepsi
2 Ssivewsier Tio CERDAM Kepd te:dsi dasl pare ASN yacs douawk berdass’
Kepretsan Kepele Dtes Sesil
BABY
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasel S
acm ke corpok s sang e mm U cleb denet.x sereec-anes dan dunic

sk dhkakan dengens ekanisen sehags

o r e R e—————)
U e bt ke v somel e
Sepela Bddeng Perangasar, Fais iskin d: Dings Sesiel

5. Xepel Bidang Feassganan Fekcr biskia mcay.apker. data celsn pereries panfast der.
kensep Barics deara Scrah Teriza Deta urtik dtandatangexi berssxa.
Peanzanes. Fer Miski meranpaiin éara celsn peresion merfsat

lepeda Sekrecacia: Tor GRDAM Kepri

plah s vaan pener s i) ke dobre Sl
yirg lebin seder s,




Pengumpulan dana dari para donatur

bentuan,
b

yang sudah diisi pada formu
c
d. Sekretariat Tim GERDAM Kepri
r

. Sckretariat Tim

. Dinas Sosial mentransfer

Dinas Sosial men;

Dinas Sosial menyusun lapo;
dan menyampaikar

dan Belanja Dacrah (APED),

13. Penetapan SOP Me

a. Calon donatur mengisi formulir yang memuat identitas diri, besaran, lokus, dar. j

b. Dinas Sosial menetapkun daflar penerima manfaat dengan Keputusar. Kepala Dinas Sosit

n pertanggungjawaban pelaksanaan g
s kepada Gubernur.

Biaya nperasonal penyclenggaraan GERDAM Kepri diachankan pada Anggaran Pendaps
rta sumber pendanasn lain yang sah dan tidak mengikat scsuai
dengan kelentuan peraturan perundung-undangan

Pasal 6

akukan dengan mekanisme sehagai berikut:

Sekrelarial Tim GERDAM Kepri menghubung calon donatur untuk mengonfirmasi data
. Jika jenis bantuan yang diinginkan oleh calon donatur
tidak sesuai dengan rupoksi Dinas Sosial, maka Kadis Sosial membuat surat pe

Donatur mentransfer dana bantuan ke rekening Sckretariat Tim GERDAM Kepri.

nantau suldo rekening bantuan hingga saldo mercapui

batas minimal yang dipeclukan unwuk melalukan penyaluran bantuan,

Pasal 7

enyalaran hantuan kepada kelompok sasaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

RDAM Kepri membuat rencans penyaluran bantusn

dana bantuan e sekening rekening penerima manfaat
herdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.

paikan Laporan Penyaluran Bantuan kepada conatur.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8
m GERDAM Ki

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

110

n Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

kanisme

Agar setiap orang mengelaiinga, memeriotahkan pes
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulanan Riau.

dangan Peraturun Gul

Ditetspkan ci Tanjungpinang
pada tangzal 13 Oktober 2022

,/eun;m(un npmﬁum/ RIAU,

Diundangkan di Tanjungpivang
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAITUN 2022 NOMOR 875

Donatur Perseorangan Dan Dunia Usaha

Mekanisme Penyediaan Data Kelompok Sasaran Yang Perlu Dibantu Oleh

&=

Namer SCP.
Tanggel Pero
TanggolRevsi
Tanggel Efekey
Cisshian Cleh
Name SOP Nekenisme

4E0TTB NS smz:
14 CKtaber 202

7 Cilober mz

17 Chaober 2022

Kepai Ciras Sosial Prowrsl Kepulsuen R

ClehConsh Pesewingsn din Cuna s

fsan Deta Kelomock :mm y81g Pefu Dbty

Dasa Hukum
Undeng-rdang Nomar 13 Tehun 20 fartang Panengaren
Pecaaran Pemerintsh Noror 3§ Tahun 2012 tentarg —vme\arg;man :
Keseiahlereen Sosil
Pecatwan Guberrur Kepuaun Riau Nomer ST Tahn 2022 frtang
Pedomn Umum Peabsmzan Gerakan Pensegunean Vasyarska: dar
Dunis Ussha Kepuizasn Risu (GERDAM Kepr)

Kotarkatan

0
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14. Rapat Sosialisasi Dengan Dinas Sosial Se Kabupaten/Kota Melalui Zoom

Meeting
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15.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS SOSIAL

Jalan Sultan Mansyur Syah
Email : sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com
TANJUNGPINANG

 005/523/DINS0S/2022 Kepada,
: Benting. Kepala

Tagjungpinang. 13 Oktober 2022

Yib, Dinas Sosial KahupatenKota

- Undangan. Se- Provinsi Kepnlauan Riau

di-
Tempat

Dengan ini disampaikan batya Kepala Dinas Sosial Provinai Kepulauay Riau
akau melabsanakan Rapat Sowalisasi Kansep Aot Penvbahan yang dilabsanzkan
oleh selastaris Dinas Sosial Psoviasi Kepulauen Rizu yai Alus Proses Pelaksansan,
Gerakan Pendayagupaan Masyarakat dan Dunia Usaha Kepnlauan Riau (GERDAM
Keprd) melalui zoom meeting. Adapun rapat tersebut dilaksanakan pada -

HaiTagggal, : Sesin/ 17 Qlobes 2022

Tempat_: Ruang Rapat Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Waktu + 09.00 WIB s Selesat
Daring : Lsemame - 754 738 2553
Passcode - GesdamKepn
Sebubyngan deggas bal tessebut di haraplan Kepada BapalcTbu uatuk dapat hadic
pada rapat tersebut.
. u

p Utama Madya
NIP. 19631117 199103 1 013
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NOTULEN RAPAT

: Alur Proses Pelalsanaan Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Dunia Usaha
Kepnlauan Riau (GERDAM Kepri)

- Senin/ 17 Qktober 2022

:09.00 WIB

- Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepnlauan Riau

- Seketais Dinas Sosial Povinsi Kepwlauan Riau, Kepala Dinas Sosial Kahupaten
Kota Se-Poovinsi Kepwlauan Riau, Kgpala Bidang Penanganan Fakir Miskin,
Ksesla Bidang Pembesdavasa, Sosia, Sub Koinaor Bidang Bemberdaan
Sostal, Sub Konrdinater, Bideag Penanganan Fakir Miskin, Kasubbag. Unyum dan
Kspsgavaian. Kasubhae Ksuangan, Peseacana Ahli Muda, dan Staf

Hasil Rapat Adlab Sebagai Besilont:

1. Rapat di difuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepnlauan Riau melali Zoom.

2. Sekoetasis Dinzs Sosial Provingi Kepulauaa Rizu ialisasikan Inovasiyang akas dilabukan dalasm,
Al Bosbatn Pelaomuan, Gerakan Peodayaguosan, Masyaskat Dusia Usshe Keguiguen Rion
(GERDAM Kepri).

3. Dalam Hal jnt Dinas Sosial Kabypaten/Kota berperan sebagai Tim Efektif yaity stakeholder eksfeal
dimana, mempuayai pengaruh (influence), kepentingan (inferest) dan keterlibatan yang sangat kuat
tethadap keberhasilan Alsi Perubshan, memiliki pengaruh terhadap kegiatan Pemerintah dan
keberadaannya sangat penting bagi organisasi yang memiliki program tersebut.

4 Dengan invas 1, dibasaphan, mosmberikan ang ovientash semangat semborikan pelaasan bagi
ssasakat burng mampy. meneriaa wanfzat darl Upaia Pengsatasan Kemiskinan, Melalui Program
GERDAM Kepri, denean, penvediaan faslitas, bompefensi, dan peogasan pegayias yang tepat yotuk
meadlang program tefsebit

Sosialisasi Pergub GERDAM Kepri dengan Sekda Kota Tanjungpinang
Bpk. Zulhidayat, S.Hut




16. Koordinasi Sosialisasi Program GERDAM KEPRI dengan BAZNAS

Jne Day One "housar 4*
*Sedokah ‘ubuh*
ah um at*

17. Koordinasi Sosialisasi Program GERDAM KEPRI dengan BANK RIAU
KEPRI SYARIAH
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Untuk Penanggulangan Kemiskinan, Dinsos
Kepri Gagas Program Gerdam

< DoDoa

85

Gerdam Kepri, Program Dinas Sosial
Pemprov untuk Tanggulangi Kemiskinan

KaoriNews.co -

ANJUNGRINANG

KEPRINEWS - TANJUNGPINANG

menyusun program untuk pengent

“Program tersebut, melalui Gerakan Pendayagunaan Masyarakat dan Cunia Us:

Kepri,” ujar Sekretaris Dinscs Kepri, Yeni Ardiant, kapada wartswan, Selasa

aikan, program ini untuk mendorong dan memfasilitasi masyarakat kelas menergah, dan

kefas atas serta dunia usaha, untuk secara kolaboratif membantu masyarakat kurang mampu

s5un urtuk mengoerakkan partisipasi masyarakat, dalam upaya
Sehingoa ke depan pangentasan kemiskinan di Kepri bisa mencakup

ampek yang lebik luas




s

Dinsos Susun Program Gerdam Kepri Untuk
Pengentasan Kemiskinan

S22 Jaga T buer cana Pergl IFCEIn HIBaRT SEE

(.

19. Informasi Dialog Interaktif Terkait GERDAM KEPRI melalui RRI
Tanjungpinang

Remaining Meeting Time: 08:58

Pro 1 RRI Tanjungpinang . > Yeni Ardianti | .

Fasilitator_tika dinkes
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Group Info

Pia)
B ==y

KOMUNITAS GERDAMKEPRI

Group - 23 participants

A @ @

video search
Add Group Description

a Media, Links, and Docs

Starred Messages

Mute
Wallpaper & Sound

Save to Camera Roll Default

Disappearing Messages
Encryption
Messages and calls are end-to-end encrypted. Tap

earn more

Group Settings

20. Dialog Interaktif Terkait GERDAM KEPRI melalui TV Tanjungpinang

SXINIA—=T—

| REFRESH
Y EVERY SENSE

| Customer Service -5

Y 08137214 1161

i

al 46 &

Search Participants
22 people

Eka PT. Duta

DRIANO

Eka Sekretariat
At work

Endri dinsos

Hasbi Allah wani‘'mal wak

4 lbnu Programmer

If something you like doe

Ical_Mandiri

Panggilan mendesak saj

Ida BRK Syariah

dikan hidup bermanfaat t

lis Baznas

Ikhsan DKP

Mencintai Keluarga

M.Salman AlFarizi Sekre

Muhammad Shakiel Abiyyu Ragilla

Mustiono_BRI TPI

Nikmat Tuhan mana lagi yg kau dustakan

Ori_Operator

Hey there! | am using WhatsApp

Pak Mas'id

Al bandar

HN<SXZ<CA0WDO0TOZIrxXCL-—TITO0NMMOUO®E>




PENUTUP

Burung dara burung cenderawasih
Bisa dicari dulu di papua
Cukup sekian terima kasih

Semoga bermanfaat untuk semua

Sungguh Manis Buah Rambutan
Manis Pula Buah Durian
Program Pengentasan Kemiskinan Kita Upayakan
Kesejahteraan Masyarakat Jadi Tujuan
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